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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
kompetensi lulusan di lingkungan UPI. Buku manual ini pula diharapkan 
dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan 
UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar kompetensi lulusan sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan kompetensi lulusan;
2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi 

secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian kompetensi 
lulusan;

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
kompetensi lulusan, termasuk menghindari adanya kegagalan dalam 
pencapaian kompetensi lulusan; dan

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian kompetensi lulusan.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian kompetensi lulusan di lingkungan UPI, sehingga 
pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian kompetensi lulusan di lingkungan UPI, 
sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian kompetensi lulusan para pelaksana teknis 
serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR KOMPETENSI 
LULUSAN

Manual standar kompetensi lulusan mencakup PPEPP standar kompetensi lulusan. 
Ruang Lingkup manual standar kompetensi lulusan, sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar kompetensi lulusan berlaku ketika standar ini 

pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan berlaku ketika standar 

kompetensi lulusan harus dilaksanakan dalam menunjang kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar kompetensi lulusan secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar kompetensi lulusan berlaku ketika isi standar 
kompetensin lulusan dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar kompetensi lulusan 
terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar kompetensi lulusan berlaku ketika pelaksanaan 
standar kompetensi lulusan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian standar 
kompetensi lulusan tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya;

1.4.	 DEFINISI ISTILAH 

1)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi  petunjuk 
teknis tentang cara,  langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara  
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI; 

2)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia;

3)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi;

4)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree);

5)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku;

6)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;

7)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;
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8)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP);

9)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan;

10)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan;

11)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan;

12)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya; dan

13)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2)	 Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan 
standar isi pembelajaran, standar perencanaan pembelajaran, standar proses 
pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan 
pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3)	 Rumusan capaian pembelajaran lulusan:
a.	 mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
b.	 memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; 
c.	 mencerminkan Jati Diri, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas; dan/atau
d.	 mengacu pada standar internasional.

4)	 Sikap merupakan kecenderungan berperilaku baik dan benar serta berbudaya 
sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 
dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman 
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 
terkait pembelajaran. 



9Manual Mutu Standar Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)

5)	 Sikap mengacu pada KKNI:
e.	 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
f.	 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika;
g.	 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
h.	 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
i.	 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
j.	 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
k.	 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
l.	 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan
m.	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan 
n.	 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

6)	 Pengetahuan merupakan penguasaan falsafah bidang ilmu tertentu, teori, 
metode, dan/atau konsep secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran 
dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

7)	 Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sesuai dengan 
jenjang:
a.	 5 (lima) KKNI;
b.	 6 (enam) KKNI; 
c.	 7 (tujuh) KKNI;
d.	 8 (delapan) KKNI; dan
e.	 9 (sembilan) KKNI.

8)	 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan 
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang 
diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/
atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:  
a.	 keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan 
sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan  

b.	 keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki 
oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.  

9)	 Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian 
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pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat 
(5) huruf b, disusun oleh Forum program studi sejenis atau nama lain yang 
setara, pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi 
sejenis dan/atau asosiasi profesi. 

10)	 Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merupakan satu kesatuan 
rumusan capaian pembelajaran lulusan, diusulkan program studi kepada 
rektorat/Senat Akademik untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian 
yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi untuk ditetapkan 
menjadi capaian pembelajaran lulusan.

11)	 Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

12)	 Capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 5 yaitu lulusan yang memiliki nilai-nilai:
a.	 keimanan dan ketakwaan; 
b.	 kebenaran hakiki; 
c.	 ilmiah, edukatif, dan religius; 
d.	 hak asasi manusia;
e.	 demokrasi; dan 
f.	 silih asah, silih asih, silih asuh. 

13)	 Capaian pembelajaran lulusan Universitas pada setiap program studi diarahkan 
pada penguasaan kemampuan:
a.	 berpikir logis, inovatif, dan kreatif guna meningkatkan kemampuan diri, 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan kualitas serta produktivitas kerja;
b.	 mengomunikasikan gagasan secara lisan maupun tertulis;
c.	 mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi dan merumuskan 

solusinya;
d.	 beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat;
e.	 bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok 

masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapi; dan
f.	 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung 

pelaksanaan tugas.
14)	 Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan D3 dititikberatkan pada 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan aplikatif. 
15)	 Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:

a.	 Menguasai prinsip-prinsip keilmuan pada bidang pengetahuan tertentu 
secara umum dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah-masalah 
prosedural;

b.	 Menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup tertentu yang bersifat rutin, 
memilih dan menggunakan metode baik yang sudah maupun yang belum 
baku berdasarkan data dan informasi, serta menunjukkan kinerja dengan 
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kualitas dan kuantitas terukur;
c.	 Mengelola kelompok kerja, bekerja sama dalam kelompok, dan menyusun 

laporan tertulis secara sistematis dan komprehensif; dan
d.	 Memiliki tanggung jawab dalam upaya pencapaian target kerja pribadi 

maupun kelompok.
16)	 Capaian pembelajaran lulusan jenjang sarjana kependidikan, ditekankan pada 

penguasaan pengetahuan akademik yang melandasi kerja profesional di bidang 
kependidikan.

17)	 Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu:
a.	 memahami karakteristik dan potensi peserta didik yang bervariasi, serta 

memfasilitasi perkembangannya secara berkesinambungan; 
b.	 mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta 

didik; 
c.	 menguasai teori, prinsip, dan prosedur dalam merancang program 

pembelajaran yang mendidik; 
d.	 mengelola pembelajaran dan perubahan kultur kelas serta sekolah untuk 

mengembangkan proses dan hasil pembelajaran peserta didik; 
e.	 melaksanakan penilaian untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta 

didik dalam rangka pengembangan potensinya; dan
f.	 meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah dengan menggunakan 

pendekatan interdisipliner dan transdisipliner.
18)	 Capaian pembelajaran lulusan jenjang sarjana nonkependidikan, ditekankan 

pada penguasaan pengetahuan akademik yang melandasi kerja profesional di 
bidang nonkependidikan.

19)	 Capaian pembelajaran meliputi kemampuan:
a.	 memahami dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

berkaitan dengan bidang keahliannya dalam lingkungan pekerjaannya;
b.	 meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah dengan menggunakan 

pendekatan interdisipliner dan transdisipliner; 
c.	 menerapkan pengetahuan dan keterampilan dengan sikap yang baik dalam 

melaksanakan pekerjaan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas 
kerja; 

d.	 bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya dan tugas 
kelompoknya; dan

e.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
bidang keahliannya.

20)	 Capaian pembelajaran lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), 
ditekankan pada kemampuan praktik ilmu pendidikan.

21)	 Capaian pembelajaran, meliputi kemampuan:
a.	 menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik berlandaskan pemahaman 
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tentang peserta didik, bidang studi, dan nilai-nilai kependidikan; 
b.	 menguasai bidang studi yang menjadi keahliannya baik secara keilmuan 

maupun pedagogik, sebagai landasan keahlian dalam profesi pendidik;
c.	 menguasai pengetahuan tentang peserta didik berkenaan dengan 

perkembangan psiko-sosio-fisiologis dan perbedaan individualnya;
d.	 mengelola kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang meliputi 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran, serta perbaikan 
proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan;

e.	 mengembangkan kepribadian dan profesionalisme secara berkelanjutan 
berlandaskan nilai keilmuan, pendidikan, budaya, agama, dan etika profesi; 

f.	 merencanakan dan mengelola sumberdaya yang menjadi tanggung 
jawabnya, serta mengevaluasinya secara komprehensif bagi pengembangan 
organisasi profesi pendidik;

g.	 mengatasi masalah peserta didik, guru, bidang ilmu, dan masalah pendidikan 
lainnya melalui pendekatan monodisipliner dan transdisipliner;

h.	 melakukan penelitian dan mengambil keputusan strategis dengan 
akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang menjadi 
tanggungjawab bidang keguruan; 

i.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
bidang pendidikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan 
masyarakat; dan

j.	 memahami penerapan suatu pendekatan, model, metode, dan strategi 
pembelajaran sebagai peningkatan profesional guru secara berkelanjutan.

22)	 Capaian pembelajaran lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan 
dan Konseling/Konselor (PPGBK/K), ditekankan pada kemampuan praktik 
ilmu bimbingan dan konseling.

23)	 Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11), memiliki 
kemampuan:
a.	 melakukan asesmen atau memanfaatkan hasil asesmen atas berbagai aspek 

perkembangan dan lingkungan konseli untuk memahami konseli yang 
dilayani;

b.	 mengembangkan program bimbingan dan konseling secara sitematis, 
sesuai dengan kondisi lingkungan tempat bekerja;

c.	 memberikan layanan bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar, 
dan karir dengan menggunakan kaidah, strategi, dan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan;

d.	 melakukan penelitian dan mengambil keputusan strategis dengan 
akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek layanan 
profesionalnya;

e.	 melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan 
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bimbingan dan konseling secara efektif;
f.	 mengembangkan kepribadian dan profesionalisme secara berkelanjutan 

berlandaskan nilai keilmuan, budaya, agama, dan etika profesi; dan
g.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

bidang bimbingan dan konseling untuk kepentingan ilmu pengetahuan 
dan kehidupan masyarakat.

24)	 Capaian pembelajaran lulusan Program pendidikan profesi lainnya, ditekankan 
pada kemampuan praktik sesuai dengan bidang keilmuannya.

25)	 Capaian pembelajaran, memiliki kemampuan:
a.	 memahami dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

berkaitan dengan bidang keahliannya dalam lingkungan profesinya; 
b.	 meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

profesinya dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas 
dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah 
tanggungjawab bidang keahliannya; 

c.	 menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan 
profesinya serta meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja; 

d.	 merencanakan dan mengelola sumber daya yang menjadi tanggung 
jawabnya, dan mengevaluasinya secara komprehensif bagi pengembangan 
organisasi profesi; 

e.	 bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat 
profesi lain, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapinya; 

f.	 mengembangkan kepribadian dan profesionalisme secara berkelanjutan 
berlandaskan nilai keilmuan, budaya, agama, dan etika profesi; dan

g.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
bidang keahliannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan 
masyarakat.

26)	 Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan magister (S-2) kependidikan 
ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau 
pengetahuan aplikatif di bidang kependidikan.

27)	 Capaian pembelajaran, memiliki kemampuan:
a.	 mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di 

dalam bidang pendidikan atau profesinya melalui penelitian, sehingga 
menghasilkan karya yang inovatif dan teruji; 

b.	 mengelola penelitian untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar 
peserta didik;

c.	 menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya berlandaskan 
nilai-nilai kependidikan;

d.	 menganalisis dan menyintesiskan berbagai pendekatan, metode, dan 
strategi pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran 
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serta memaksimalkan potensi peserta didik; 
e.	 menganalisis dan menyintesiskan berbagai model kurikulum, program 

pembelajaran, dan evaluasi; 
f.	 mengelola permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang 

pendidikan melalui pendekatan inter atau multi disipliner; dan
g.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

bidang pendidikan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan 
masyarakat.

28)	 Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan magister (S-2) 
nonkependidikan ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-
teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif di bidang nonkependidikan.

29)	 Capaian pembelajaran, memiliki kemampuan:
a.	 mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam 

bidang keahlian atau profesinya melalui penelitian, sehingga menghasilkan 
karya yang inovatif dan teruji; 

b.	 mengelola penelitian terkait masalah-masalah dalam bidang keahliannya 
guna memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan 
masyarakat; 

c.	 menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian 
danprofesinya;. 

d.	 mengelola permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni dalam bidang 
keahlian dan profesinya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan

e.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
bidang keahliannya bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kehidupan 
masyarakat.

30)	 Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan doktor (S-3) kependidikan 
ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau 
pengetahuan aplikatif di bidang kependidikan.

31)	 Capaian pembelajaran, memiliki kemampuan:
a.	 mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam 

bidang ilmu pendidikan atau praktik profesionalnya melalui penelitian, 
hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; 

b.	 mengembangkan peta jalan (roadmap) penelitian sebagai landasan untuk 
melakukan penelitian dalam bidang pendidikan; 

c.	 melakukan penelitian dan pengembangan terkait pendekatan, strategi, dan 
metode, pembelajaran baru yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan 
mutu dan hasil pembelajaran serta memaksimalkan potensi peserta didik; 

d.	 memimpin penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta 
mendapat pengakuan nasional maupun internasional; 
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e.	 menerapkan pengetahuan, ilmu, dan keahliannya berlandaskan nilai-nilai 
kependidikan;

f.	 mengelola permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam 
bidang pendidikan serta merumuskan solusinya melalui pendekatan inter, 
multi, dan transdisipliner; dan

g.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian secara lisan maupun 
tertulis, baik pada tataran nasional maupun global, bagi kepentingan ilmu 
pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

32)	 Capaian pembelajaran lulusan jenjang pendidikan doktor (S-3) 
nonkependidikan ditekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-
teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif di bidang nonkependidikan.

33)	 Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21), memiliki 
kemampuan:
a.	 mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam 

bidangnya melalui penelitian, hingga menghasilkan karya kreatif, original, 
dan teruji; 

b.	 mengembangkan peta jalan (roadmap) penelitian sesuai dengan bidang 
keahliannya;

c.	 mengelola permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
dalam bidangnya dengan menggunakan pendekatan inter, multi, atau 
transdisipliner; 

d.	 memimpin penelitian dalam bidang keahliannya yang bermanfaat bagi 
perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), dan 
kemaslahatan umat manusia, serta mendapat pengakuan nasional maupun 
internasional; dan

e.	 memublikasikan gagasan dan hasil penelitian secara lisan maupun 
tertulis, baik pada tataran nasional maupun global, bagi kepentingan ilmu 
pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan, sesuai dengan rencana 
proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait kompetensi 
lulusan.

2)	 Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
akademik terkait standar kompetensi lulusan.

3)	 Direktorat Akademik mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan 
Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya penyusunan rencana kebijakan bidang akademik terkait standar 
kompetensi lulusan.
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4)	 Direktorat Kemahasiswaan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian standar kompetensi 
lulusan terkait sikap dan keterampilan umum.

5)	 Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karir mengelola dan 
mengkaji kompetensi calon lulusan, sebagai bahan penyiapan rumusan 
hasil kajian kompetensi lulusan.

6)	 Departemen/Program Studi merumuskan standar kompetensi lulusan 
berdasarkan kesepakatan keilmuan dan asosiasi profesi terkait.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan Standar Kompetensi Lulusan 
kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, tenaga 
kependidikan secara periodik dan konsisten.

2)	 Direktorat Akademik membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Kompetensi Lulusan untuk semua jenjang pendidikan, setelah 
melakukan persiapan evaluasi dan analisis kompetensi lulusan setiap 
jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan perundangan, kesepakatan 
asosiasi Departemen/Program Studi, asosiasi profesi.

3)	 Departemen/Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 
Standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian kompetensi 
lulusan.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Program Studi: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap 
semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan; 
(b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai 
dengan isi Standar Kompetensi Lulusan; (c) mencatat beberapa hasil 
berupa dokumen berisi catatan kompetensi lulusan; dan (d) memeriksa 
dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi 
standar, atau bila isi standar kompetensi lulusan gagal dicapai.

2)	 Departemen: (a) membuat laporan tertulis secara periodik tentang 
semua hasil pengukuran; dan (b) membuat laporkan hasil pengukuran 
ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan kepada Dekan.

3)	 Dekan membuat laporan kepada Rektor secara periodik

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Direktorat Akademik melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian 
standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, 
serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 
isi, atau apabila isi Standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
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2)	 Direktorat Akademik mengambil tindakan korektif untuk 
direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan/ 
kegagalan ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan.

3)	 Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik: (a) mencatat 
atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk 
dilaksanakan Departemen dan/atau Program Studi;  (b) memantau 
terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; (c) membuat 
laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 
pengendalian standar kompetensi lulusan; dan (d) melaporkan hasil 
dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar 
Kompetensi Lulusan; (b) menyelenggarakan rapat untuk membicarakan 
hasil laporan dengan mengundang Direktorat Akademik, Dekan, dan 
Ketua Departemen/Program Studi; dan (c) melakukan revisi isi Standar 
Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan 
baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

2)	 Direktorat Akademik mengevaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan.
3)	 Departemen/Program Studi menyelenggarakan rapat untuk 

mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a
Dir. Akademik a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a
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1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan pendidikan.
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei
4)	 Formulir Kompetensi Lulusan.
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1.1.	 VISI, MISI DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin 
ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu 
terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar isi pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual ini diharapkan 
dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik di 
lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar isi pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar isi pembelajaran.
2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi 

secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar isi 
pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar isi pembelajaran, termasuk menghindari adanya kegagalan 
dalam pencapaian standar isi pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar isi 
pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar isi pembelajaran di lingkungan UPI, sehingga 
pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar isi pembelajaran di lingkungan UPI, 
sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar isi pembelajaran para pelaksana 
teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI 
PEMBELAJARAN

Manual standar isi pembelajaran mencakup PPEPP standar isi pembelajaran. Ruang 
Lingkup manual standar isi pembelajaran, sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar isi pembelajaran berlaku ketika standar ini pertama 

kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran berlaku ketika standar isi 

pembelajaran harus dilaksanakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran berlaku ketika dilakukan 
evaluasi standar isi pembelajaran secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar isi pembelajaran berlaku ketika isi standar 
isi pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar isi pembelajaran berlaku ketika pelaksanaan 
standar isi pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian standar isi 
pembelajaran tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya;

6)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi  petunjuk 
teknis tentang cara,  langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara  
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI; 

7)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia;

8)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi;

9)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree);

10)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku;

11)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;

1.4.	 DEFINISI STANDAR

1)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;

2)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
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Standar Operasional Prosedur (SOP);
3)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan;

4)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan;

5)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan;

6)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya;

7)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya;

1.5.	 RUMUSAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1)	 Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran.  

2)	 Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.  

3)	 Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, 
profesi, magister, dan doktor, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil 
pengabdian kepada masyarakat.  

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Pembelajaran 
melalui SK Rektor, sesuai dengan rencana proses perumusan kebijakan 
bidang akademik terkait Standar Isi Pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor I menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang 
akademik terkait Standar Isi Pembelajaran.

3)	 Direktorat Akademik menyusun bahan kebijakan sistem 
Pembelajaran, menyiapkan rumusan sistem pembelajaran, 
dan merumuskan kebijakan bidang akademik terkait sistem 
Pembelajaran.
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1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran kepada 
pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, tenaga 
kependidikan secara periodik dan konsisten.

2)	 Direktorat Akademik membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Isi Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, setelah 
melakukan persiapan evaluasi dan analisis standar isi pembelajaran setiap 
jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan perundangan, kesepakatan 
asosiasi Departemen/Program Studi, asosiasi profesi. 

3)	 Departemen/Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 
Standar Isi Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian standar isi 
pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Program Studi: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap 
semester terhadap ketercapaian Standar Isi Pembelajaran; (b) mencatat 
atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 
kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan 
Standar Isi Pembelajaran; (c) mencatat beberapa hasil berupa dokumen 
berisi catatan standar isi pembelajaran; dan (d) memeriksa dan 
mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar 
isi pembelajaran, atau bila standar isi pembelajaran gagal dicapai.

2)	 Departemen: (a) membuat laporan tertulis secara periodik tentang 
semua hasil pengukuran; dan (b) membuat laporkan hasil pengukuran 
ketercapaian Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan.

3)	 Dekan membuat laporan kepada Rektor secara periodik tentang 
pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Direktorat Akademik: (a) melakukan pemeriksaan terhadap 
pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap 
pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi, atau apabila Standar Isi Pembelajaran gagal 
dicapai; (b) mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan 
kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian 
Standar Isi Pembelajaran; (c) mencatat atau merekam semua tindakan 
korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan Departemen dan atau 
Program Studi; (d) memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 
yang diambil; dan (e) membuat laporan tertulis secara periodik tentang 
semua hal yang menyangkut pengendalian standar isi pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor I menyusun Laporan Pengendalian Standar Isi 
Pembelajaran.
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3)	 Rektor menerima Laporan pengendalian Standar Isi Pembelajaran dan 
mendiskusikan tindak lanjutnya.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi 
Pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil 
laporan dengan mengundang Direktorat Akademik, Dekan, dan Ketua 
Departemen/Program Studi; dan (c) melakukan revisi isi Standar Isi 
Pembelajaran sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang 
memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

2)	 Direktorat Akademik mengevaluasi isi Standar Isi Pembelajaran.
3)	 Departemen/Program Studi menyelenggarakan rapat untuk 

mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a
Dir. Akademik a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan standar isi pembelajaran;
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas; dan
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL STANDAR 

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Perencanaan Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual ini 
diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar perencanaan 
pembelajaran.

2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi secara 
tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar perencanaan 
pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran, termasuk menghindari adanya 
kegagalan dalam pencapaian standar perencanaan pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar perencanaan 
pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Perencanaan Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar perencanaan pembelajaran di lingkungan UPI, 
sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Perencanaan Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar perencanaan pembelajaran di 
lingkungan UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara 
optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Perencanaan Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar perencanaan pembelajaran para 
pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PERENCANAAN 
PEMBELAJARAN

Manual standar perencanaan pembelajaran mencakup PPEPP standar perencanaan 
pembelajaran. Ruang Lingkup manual standar perencanaan pembelajaran, sebagai 
berikut:
1)	 Manual penetapan standar perencanaan pembelajaran berlaku ketika standar 

ini pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar perencanaan pembelajaran berlaku ketika 

standar perencanaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam menunjang 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar perencanaan pembelajaran berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar perencanaan pembelajaran secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar perencanaan pembelajaran berlaku ketika 
isi standar perencanaan pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi 
pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar 
perencanaan pembelajaran terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar perencanaan pembelajaran berlaku ketika 
pelaksanaan standar perencanaan pembelajaran telah berakhir dalam satu 
siklus, kemudian standar perencanaan pembelajaran tersebut ditingkatkan ke 
siklus berikutnya.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi  petunjuk 
teknis tentang cara,  langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara  
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

2)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

3)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

4)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

5)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

6)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

7)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
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langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

8)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP).

9)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

10)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

11)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.

12)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya.

13)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR PERENCANAAN

Standar perencanaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 
perencanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan.

1.6.	 LANGKAH- LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar perencanaan pembelajaran, sesuai 
dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait 
perencanaan pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
akademik terkait standar perencanaan pembelajaran.

3)	 Direktorat Akademik mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan 
Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya penyusunan rencana kebijakan bidang akademik terkait standar 
perencanaan pembelajaran.

4)	 Direktorat Kemahasiswaan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
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dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian standar perencanaan 
pembelajaran.

5)	 Departemen/Program Studi merumuskan standar perencanaan 
pembelajaran berdasarkan kesepakatan keilmuan dan asosiasi profesi 
terkait.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan Standar Perencanaan Pembelajaran 
kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, tenaga 
kependidikan secara periodik dan konsisten.

2)	 Direktorat Akademik membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Perencanaan Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, 
setelah melakukan persiapan evaluasi dan analisis standar perencanaan 
pembelajaran setiap jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan 
perundangan, kesepakatan asosiasi Departemen/Program Studi, asosiasi 
profesi.

3)	 Departemen/Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 
Standar Perencanaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Program Studi: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap 
semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Perencanaan 
Pembelajaran; (b) mencatat atau merekam semua temuan berupa 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan isi Standar Perencanaan Pembelajaran; 
(c) mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar 
perencanaan pembelajaran; dan (d) memeriksa dan mempelajari alasan 
atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi 
standar perencanaan pembelajaran gagal dicapai.

2)	 Departemen: (a) membuat laporan tertulis secara periodik tentang 
semua hasil pengukuran; dan (b) membuat laporkan hasil pengukuran 
ketercapaian isi Standar Perencanaan Pembelajaran kepada Dekan.

3)	 Dekan membuat laporan kepada Rektor secara periodik

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Direktorat Akademik melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian 
standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, 
serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 
isi, atau apabila isi Standar Perencanaan Pembelajaran gagal dicapai.

2)	 Direktorat Akademik mengambil tindakan korektif untuk 



36 Universitas Pendidikan Indonesia

direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan/ 
kegagalan ketercapaian isi Standar Perencanaan Pembelajaran.

3)	 Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik: (a) mencatat atau 
merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan 
Departemen dan/atau Program Studi;  (b) memantau terus menerus 
efek dari tindakan korektif tersebut; (c) membuat laporan tertulis secara 
periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 
perencanaan pembelajaran; dan (d) melaporkan hasil dari pengendalian 
standar kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar 
Perencanaan Pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk 
membicarakan hasil laporan dengan mengundang Direktorat Akademik, 
Dekan, dan Ketua Departemen/Program Studi; dan (c) melakukan 
revisi isi Standar Perencanaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar 
Perencanaan Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan 
permintaan pengguna lulusan.

2)	 Direktorat Akademik mengevaluasi isi Standar Perencanaan 
Pembelajaran.

3)	 Departemen/Program Studi menyelenggarakan rapat untuk 
mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a
Dir. Akademik a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a
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1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan perencanaan pembelajaran.
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4)	 Formulir Standar Perencanaan Pembelajaran.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual ini 
diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar proses pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar proses pembelajaran.
2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi 

secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar proses 
pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar proses pembelajaran, termasuk menghindari adanya kegagalan 
dalam pencapaian standar proses pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar proses 
pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar proses pembelajaran di lingkungan UPI, sehingga 
pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar proses pembelajaran di lingkungan 
UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar proses pembelajaran para pelaksana 
teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES 
PEMBELAJARAN

Manual standar proses pembelajaran mencakup PPEPP standar proses pembelajaran. 
Ruang Lingkup manual standar proses pembelajaran, sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar proses pembelajaran berlaku ketika standar ini 

pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku ketika standar proses 

pembelajaran harus dilaksanakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar proses pembelajaran secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar proses pembelajaran berlaku ketika isi standar 
proses pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar proses pembelajaran 
terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar proses pembelajaran berlaku ketika pelaksanaan 
standar proses pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian 
standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.

6)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi  petunjuk 
teknis tentang cara,  langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara  
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

1.4.	 DEFINISI STANDAR

1)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

2)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

3)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

4)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

5)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

6)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

7)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
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merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP).

8)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

9)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

10)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.

11)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya.

12)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 
pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran 
lulusan.

2)	 Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1) mencakup:
a.	 karakteristik pelaksanaan pembelajaran;  
b.	 pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.  

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar proses pembelajaran, sesuai dengan 
rencana proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait proses 
pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
akademik terkait standar proses pembelajaran.

3)	 Direktorat Akademik mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan 
Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya penyusunan rencana kebijakan bidang akademik terkait standar 
proses pembelajaran.
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4)	 Direktorat Kemahasiswaan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya menyiapkan rumusan hasil kajian standar proses pembelajaran.

5)	 Departemen/Program Studi merumuskan standar proses pembelajaran 
berdasarkan kesepakatan keilmuan dan asosiasi profesi terkait.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran 
kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, tenaga 
kependidikan secara periodik dan konsisten.

2)	 Direktorat Akademik membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Proses Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, setelah 
melakukan persiapan evaluasi dan analisis standar proses pembelajaran 
setiap jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan perundangan, 
kesepakatan asosiasi Departemen/Program Studi, asosiasi profesi.

3)	 Departemen/Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 
Standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian standar 
proses pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Program Studi: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap 
semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran; 
(b) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; (c) mencatat beberapa 
hasil berupa dokumen berisi catatan standar proses pembelajaran; 
dan (d) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar proses pembelajaran 
gagal dicapai.

2)	 Departemen: (a) membuat laporan tertulis secara periodik tentang 
semua hasil pengukuran; dan (b) membuat laporkan hasil pengukuran 
ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran kepada Dekan.

3)	 Dekan membuat laporan kepada Rektor secara periodik

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Direktorat Akademik melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian 
standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, 
serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari 
isi, atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran gagal dicapai.

2)	 Direktorat Akademik mengambil tindakan korektif untuk 
direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan/ 
kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran.
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3)	 Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik: (a) mencatat 
atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk 
dilaksanakan Departemen dan/atau Program Studi;  (b) memantau 
terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut; (c) membuat 
laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 
pengendalian standar kompetensi lulusan; dan (d) melaporkan hasil 
dari pengendalian standar kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar 
Proses Pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk membicarakan 
hasil laporan dengan mengundang Direktorat Akademik, Dekan, dan 
Ketua Departemen/Program Studi; dan (c) melakukan revisi isi Standar 
Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru 
yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

2)	 Direktorat Akademik mengevaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan.
3)	 Departemen/Program Studi menyelenggarakan rapat untuk 

mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a
Dir. Akademik a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan pembelajaran;
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas;
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei;
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4)	 Formulir Standar Proses Pembelajaran;
5)	 Prosedur kerja atau SoP;
6)	 Instruksi kerja; 
7)	 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran;
8)	 Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran;
9)	 Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran; dan
10)	 Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual ini 
diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar penilaian pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar penilaian pembelajaran.
2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi 

secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar 
penilaian pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar perencanaan pembelajaran, termasuk menghindari adanya 
kegagalan dalam pencapaian standar penilaian pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar penilaian 
pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar penilaian pembelajaran di lingkungan UPI, 
sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar penilaian pembelajaran di lingkungan 
UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar penilaian pembelajaran para 
pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN 
PEMBELAJARAN

Manual standar penilaian pembelajaran mencakup PPEPP standar proses 
pembelajaran. Ruang Lingkup manual standar proses pembelajaran, sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar penilaian pembelajaran berlaku ketika standar ini 

pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku ketika standar 

penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam menunjang kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar penilaian pembelajaran secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran berlaku ketika isi standar 
proses pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar penilaian pembelajaran 
terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran berlaku ketika 
pelaksanaan standar penilaian pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, 
kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan ke siklus 
berikutnya.

1.4.	 DEFINISI STANDAR

1)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI;

2)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia;

3)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi;

4)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree);

5)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku;

6)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;

7)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
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secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;
8)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/

merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP);

9)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan;

10)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan;

11)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan;

12)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya; dan

13)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan.

2)	 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 
1) mencakup:
a.	 prinsip penilaian;
b.	 teknik dan instrumen penilaian;
c.	 mekanisme dan prosedur penilaian;
d.	 pelaksanaan penilaian;
e.	 pelaporan penilaian; dan
f.	 kelulusan mahasiswa.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan, sesuai dengan rencana 
proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar penilaian 



55Manual Mutu Standar Pendidikan (Standar Penilaian Pembelajaran)

pembelajaran.
2)	 Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 

akademik terkait standar penilaian pembelajaran.
3)	 Direktorat Akademik mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan 

Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya penyusunan rencana kebijakan bidang akademik terkait standar 
penilaian pembelajaran.

4)	 Direktorat Kemahasiswaan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian standar penilaian 
pembelajaran.

5)	 Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Karir mengelola dan 
mengkaji kompetensi calon lulusan, sebagai bahan penyiapan rumusan 
hasil kajian standar penilaian pembelajaran.

6)	 Departemen/Program Studi merumuskan standar penilaian 
pembelajaran berdasarkan kesepakatan keilmuan dan asosiasi profesi 
terkait.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan Standar Penilaian Pembelajaran 
kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, tenaga 
kependidikan secara periodik dan konsisten.

2)	 Direktorat Akademik membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Penilaian Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, 
setelah melakukan persiapan evaluasi dan analisis standar penilaian 
pembelajaran setiap jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan 
perundangan, kesepakatan asosiasi Departemen/Program Studi, asosiasi 
profesi.

3)	 Departemen/Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 
Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian standar 
penilaian pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Program Studi: (a)  melakukan pengukuran secara periodik 
setiap semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian 
Pembelajaran; (b) mencatat atau merekam semua temuan berupa 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran; (c) 
mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar 
penilaian pembelajaran; dan (d) memeriksa dan mempelajari alasan 
atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi 
standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
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2)	 Departemen: (a) membuat laporan tertulis secara periodik tentang 
semua hasil pengukuran; dan (b) membuat laporkan hasil pengukuran 
ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dekan.

3)	 Dekan membuat laporan kepada Rektor secara periodik

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Direktorat Akademik melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian 
standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian 
standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi, atau apabila isi Standar Penilaian Pembelajaran 
gagal dicapai.

2)	 Direktorat Akademik mengambil tindakan korektif untuk 
direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan/ 
kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran.

3)	 Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik: (a) mencatat atau 
merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan 
Departemen dan/atau Program Studi;  (b) memantau terus menerus 
efek dari tindakan korektif tersebut; (c) membuat laporan tertulis secara 
periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 
penilaian pembelajaran; dan (d) melaporkan hasil dari pengendalian 
standar kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian 
Standar Penilaian Pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk 
membicarakan hasil laporan dengan mengundang Direktorat 
Akademik, Dekan, dan Ketua Departemen/Program Studi; dan (c) 
melakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi 
Standar Penilaian Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai 
dengan permintaan pengguna lulusan.

2)	 Direktorat Akademik mengevaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran.
3)	 Departemen/Program Studi menyelenggarakan rapat untuk 

mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.



57Manual Mutu Standar Pendidikan (Standar Penilaian Pembelajaran)

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a
Dir. Akademik a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan  pendidikan;
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas;
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei;
4)	 Formulir Standar Penilaian Pembelajaran;
5)	 Prosedur kerja atau SOP;
6)	 Instruksi kerja;
7)	 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran;
8)	 Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran;
9)	 Formulir Hasil Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran;
10)	 Dokumen Laporan Standar Penilaian Pembelajaran;
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI. Buku manual ini 
diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan tenaga Kependidikan

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar dosen dan tenaga 
kependidikan;

2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi 
secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar dosen 
dan tenaga kependidikan;

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar dosen dan tenaga kependidikan, termasuk menghindari adanya 
kegagalan dalam pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan; 
dan

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar dosen dan 
tenaga kependidikan.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan 
UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan 
di lingkungan UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara 
optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan para 
pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup PPEPP standar dosen 
dan tenaga kependidikan. Ruang Lingkup manual standar dosen dan tenaga 
kependidikan, sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku ketika 

standar ini pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku ketika 

standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam menunjang 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku 
ketika dilakukan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan secara 
berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku ketika 
isi standar dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan dan telah dievaluasi 
pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar 
dosen dan tenaga kependidikan terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku ketika 
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan telah berakhir dalam satu 
siklus, kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan tersebut ditingkatkan 
ke siklus berikutnya;

6)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia;

2)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi;

3)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree);

4)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku;

5)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;
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6)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;

7)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP);

8)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan;

9)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan;

10)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan;

11)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya; dan

12)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan 
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan, sesuai 
dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang keuangan, 
sumber daya, dan administrasi umum terkait standar dosen dan tenaga 
kependidikan.

2)	 Wakil Rektor II merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
keuangan, sumber daya, dan administrasi umum terkait standar dosen 
dan tenaga kependidikan.

3)	 Biro Kepegawaian mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan Misi 
UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam upaya 
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penyusunan rencana kebijakan bidang sumber daya terkait standar 
dosen dan tenaga kependidikan.

4)	 Biro Hukum dan Kesekretariatan mempelajari Statuta dan Renstra 
UPI, Visi dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang 
relevan, dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian dan penyusunan 
rencana kebijakan bidang sumber daya terkait standar dosen dan tenaga 
kependidikan.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor II mensosialisasikan Standar dosen dan tenaga 
kependidikan kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh 
dosen, dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten, sebagai 
upaya penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga 
kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan prodi dan 
universitas; dan (b) membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk semua jenjang 
pendidikan, setelah melakukan persiapan evaluasi dan analisis standar 
dosen dan tenaga kependidikan setiap jenjang pendidikan, berdasarkan 
peraturan perundangan, dan sesuai dengan keperluan departemen dan 
universitas.

3)	 Departemen membuat rencana dan melaksanakan pengembangan dosen 
dan tenaga kependidikan pada level departemen sebagai tolok ukur 
pencapaian pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Departemen: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap 
semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan; dan (b) mencatat atau merekam alasan atau penyebab 
terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) Mencatat dan merekam semua temuan dari 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar dosen dan tenaga 
kependidikan; (b) Mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen SOP, 
Instruksi dan formulir kerja; dan (c) Memeriksa dan mengevaluasi 
alasan dan penyebab penyimpangan dan ketidaktercapaian standar 
dosen dan tenaga kependidikan.

3)	 Wakil Rektor II: (a) Mempelajari laporan pelaksanaan standar dosen 
dan tenaga kependidikan; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.
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1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Departemen: (a) Mencatat alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal 
dicapai; dan (b) Melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan 
korektif yang dilakukan.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan 
hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari 
alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen 
dan Tenaga Kependidikan, atau apabila isi Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan gagal dicapai; (b) Mengusulkan tindakan korektif 
terhadap setiap ketidaktercapaian standar; dan (c) Menyusun laporan 
hasil pengendalian standar.

3)	 Wakil Rektor II: (a) Mempelajari laporan pengendalian standar dosen 
dan tenaga kependidikan; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor II: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar 
Dosen dan Tenaga Kependidikan; (b) menyelenggarakan rapat untuk 
membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Kepegawaian, 
Dekan, dan Ketua Departemen; dan (c) melakukan revisi isi Standar 
Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga menjadi Standar Dosen dan 
Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) mengevaluasi isi Standar Dosen dan 
Tenaga Kependidikan; dan (b) menempuh langkah yang berlaku 
dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I

Wakil Rektor II a
Biro Kepegawaian a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan pendidikan.
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei
4)	 Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5)	 Prosedur kerja atau SOP.
6)	 Instruksi kerja.
7)	 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8)	 Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9)	 Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan.
10)	 Formulir Kontrak Kerja Dosen.
11)	 Pengukuran Realisasi Sasaran Kerja Pegawai – SKP.
12)	 Formulir Penilaian Perilaku Kerja Dosen.
13)	 Formulir Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.
14)	 Formulir Cuti Pegawai.
15)	 Dokumen Laporan BKD.
16)	 Dokumen Laporan SKP.
17)	 Laporan absensi pegawai.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual 
ini diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar sarana dan prasarana 
pembelajaran.

2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi 
secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar sarana 
dan prasarana pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar sarana dan prasarana pembelajaran termasuk menghindari 
adanya kegagalan dalam pencapaian standar sarana dan prasarana 
pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar sarana dan 
prasarana pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan 
UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran 
di lingkungan UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara 
optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran 
para pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup PPEPP standar sarana 
dan prasarana pembelajaran. Ruang Lingkup manual standar sarana dan prasarana 
pembelajaran, sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku ketika 

standar ini pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku ketika 

standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam menunjang 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran 
berlaku ketika dilakukan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran 
secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku 
ketika isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan dan telah 
dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar 
standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku ketika 
pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran telah berakhir dalam 
satu siklus, kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut 
ditingkatkan ke siklus berikutnya.

6)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

2)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan 
tinggi.	

3)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

4)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

5)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
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ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
6)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 

langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

7)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP).

8)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

9)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

10)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.

11)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya.

12)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai 
dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang keuangan, sumber 
daya, dan administrasi umum terkait standar sarana dan prasarana 
pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor II merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
keuangan, sumber daya, dan administrasi umum terkait standar sarana 
dan prasarana pembelajaran.

3)	 Biro Sarana dan Prasarana mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
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dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya penyusunan rencana kebijakan bidang sumber daya terkait 
standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4)	 Biro Hukum dan Kesekretariatan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, 
Visi dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian dan penyusunan rencana 
kebijakan bidang sumber daya terkait standar sarana dan prasarana 
pembelajaran.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor II mensosialisasikan standar sarana dan prasarana 
pembelajaran kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh 
dosen, dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten, sebagai 
upaya penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan 
prodi dan universitas; dan (b) membuat dokumen tertulis Prosedur 
Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk semua 
jenjang pendidikan, setelah melakukan persiapan evaluasi dan analisis 
standar sarana dan prasarana pembelajaran setiap jenjang pendidikan, 
berdasarkan peraturan perundangan, dan sesuai dengan keperluan 
departemen dan universitas.

3)	 Departemen membuat rencana dan melaksanakan pengembangan 
sarana dan prasarana pembelajaran pada level departemen sebagai 
tolok ukur pencapaian pengembangan standar sarana dan prasarana 
pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Departemen: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap 
semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran; dan (b) mencatat atau merekam alasan atau penyebab 
terjadinya penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana 
pembelajaran.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) Mencatat dan merekam semua temuan dari 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana 
pembelajaran; (b) Mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen SOP, 
Instruksi dan formulir kerja; dan (c) Memeriksa dan mengevaluasi 
alasan dan penyebab penyimpangan dan ketidaktercapaian standar 
sarana dan prasarana pembelajaran.

3)	 Wakil Rektor II: (a) Mempelajari laporan pelaksanaan standar sarana 
dan prasarana pembelajaran; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.
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1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Departemen: (a) Mencatat alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran gagal 
dicapai; dan (b) Melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan 
korektif yang dilakukan.

2)	 Biro Kepegawaian: (a) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari 
catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan 
mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi 
standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar 
sarana dan prasarana pembelajaran gagal dicapai; (b) Mengusulkan 
tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar; dan (c) 
Menyusun laporan hasil pengendalian standar.

3)	 Wakil Rektor II: (a) Mempelajari laporan pengendalian standar sarana 
dan prasarana pembelajaran; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor II: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian standar 
sarana dan prasarana pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk 
membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Sarana dan 
Prasarana, Dekan, dan Ketua Departemen; dan (c) melakukan revisi isi 
standar sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga menjadi standar 
sarana dan prasarana pembelajaran baru yang lebih tinggi.

2)	 Biro Sarana dan Prasarana: (a) mengevaluasi isi standar sarana 
dan prasarana pembelajaran; dan (b) menempuh langkah 
yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana 
pembelajaran yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor II a a a a
Biro Kepegawaian a a a a
Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan pendidikan;
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas;
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei;
4)	 Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
5)	 Prosedur kerja atau SOP;
6)	 Instruksi kerja;
7)	 Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran;
8)	 Formulir Pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran;
9)	 Formulir Hasil sarana dan prasarana pembelajaran;
10)	 Pengukuran sarana dan prasarana pembelajaran;
11)	 Formulir Penilaian kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran;
12)	 Formulir perawatan sarana dan prasarana pembelajaran;
13)	 Dokumen Laporan hasil penilaian kelayakan sarana dan prasarana 

pembelajaran; dan
14)	 Dokumen Laporan hasil perawatan sarana dan prasarana pembelajaran.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.1	 Misi UPI 

1.1.1.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.1.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.1.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.2.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual ini 
diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar pengelolaan pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar pengelolaan 
pembelajaran.

2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi secara 
tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan 
pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar pengelolaan pembelajaran termasuk menghindari adanya 
kegagalan dalam pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan 
pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan UPI, 
sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di 
lingkungan UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara 
optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar pengelolaan pembelajaran para 
pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN 
PEMBELAJARAN

Manual standar pengelolaan pembelajaran mencakup PPEPP standar pengelolaan 
pembelajaran. Ruang Lingkup manual standar pengelolaan pembelajaran, sebagai 
berikut:
1)	 Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran berlaku ketika standar 

ini pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berlaku ketika 

standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam menunjang 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran berlaku ketika isi 
standar sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi 
pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar 
pengelolaan pembelajaran terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran berlaku ketika 
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran telah berakhir dalam satu 
siklus, kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan ke 
siklus berikutnya;

6)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia;

2)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi;

3)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree);

4)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku;

5)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;

6)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
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langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;

7)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP);

8)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan;

9)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan;

10)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan;

11)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya; dan

12)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat departemen/program studi.

2)	 Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus 
mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar 
proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar 
sarana dan prasarana pembelajaran.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, sesuai 
dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang akademik dan 
kemahasiswaan terkait standar pengelolaan pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
akademik dan kemahasiswaan terkait standar pengelolaan pembelajaran.

3)	 Direktorat Akademik mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan 
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Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya penyusunan rencana kebijakan bidang akademik terkait standar 
pengelolaan pembelajaran.

4)	 Direktorat Kemahasiswaan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian dan penyusunan 
rencana kebijakan bidang kemahasiswaan terkait standar pengelolaan 
pembelajaran.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran 
kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, dan 
tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten, sebagai upaya 
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang akademik dan 
kemahasiswaan.

2)	 Direktorat Akademik: (a) menyusun rencana sistem  pengelolaan 
pembelajaran berdasarkan hasil kajian peraturan perundangan, 
kesepakatan asosiasi Program Studi, asosiasi profesi; dan (b) membuat 
dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan 
Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, setelah melakukan 
persiapan evaluasi dan analisis standar pengelolaan pembelajaran setiap 
jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan perundangan, dan sesuai 
dengan keperluan departemen dan universitas.

3)	 Departemen membuat rencana dan melaksanakan pengelolaan 
pembelajaran pada level departemen sebagai tolok ukur pencapaian 
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Departemen: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap semester 
terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pembelajaran; 
dan (b) mencatat atau merekam alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

2)	 Direktorat Akademik: (a) Mencatat dan merekam semua temuan dari 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran; 
(b) Mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen SOP, Instruksi 
dan formulir kerja; dan (c) Memeriksa dan mengevaluasi alasan dan 
penyebab penyimpangan dan ketidaktercapaian standar pengelolaan 
pembelajaran.

3)	 Wakil Rektor I: (a) Mempelajari laporan pelaksanaan standar 
pengelolaan pembelajaran; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.
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1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Departemen: (a) Mencatat alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai; 
dan (b) Melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif 
yang dilakukan.

2)	 Direktorat Akademik: (a) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari 
catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan 
mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi 
standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan 
pembelajaran gagal dicapai; (b) Mengusulkan tindakan korektif 
terhadap setiap ketidaktercapaian standar; dan (c) Menyusun laporan 
hasil pengendalian standar.

3)	 Wakil Rektor I: (a) Mempelajari laporan pengendalian standar 
pengelolaan pembelajaran; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian standar 
pengelolaan pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk 
membicarakan hasil laporan dengan mengundang Direktorat Akademik, 
Dekan, dan Ketua Departemen; dan (c) melakukan revisi isi standar 
pengelolaan pembelajaran, sehingga menjadi standar pengelolaan 
pembelajaran baru yang lebih tinggi.

2)	 Direktorat akademik: (a) mengevaluasi isi standar pengelolaan 
pembelajaran; dan (b) menempuh langkah yang berlaku dalam 
penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi 
sebagai standar yang baru.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a a
Direktorat 
Akademik a a a a

Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan pengelolaan pendidikan.
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4)	 Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran.
5)	 Prosedur kerja atau SOP.
6)	 Instruksi kerja. 
7)	 Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8)	 Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 
9)	 Formulir hasil pengendalian pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. 
10)	 Pengukuran realisasi pengelolaan pembelajaran. 
11)	 Laporan pengelolaan pembelajaran.



88 Universitas Pendidikan Indonesia

1.9.	 REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas 
pendidikan Indonesia.

Permendikbud Nomor 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Majelis Wali Amanah Universitas Pendidikan Indonesia PTN bh 
Nomor 07/PER/MWAUPI/2015 Tentang Rencana Pengembangan 
Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040.

Peraturan Majelis Wali Amanah Universitas Pendidikan Indonesia PTN bh 
Nomor 08/PER/MWAUPI/2015 Tentang Rencana Strategis Universitas 
Pendidikan Indonesia 2016-2020.

Universitas Pendidikan Indonesia (2016). Rencana Induk Penelitian universitas 
Pendidikan Indonesia Bandung: Lembaga Penelitian Pengabdian 
Kepada Masyarakat UPI.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2017). Pedoman 
Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen Belmawa, 
Kemenristekdikti.

Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6489/UN40/
HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas 
Pendidikan Indonesia.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
( (022) 2013163-2013164 Faks, (022) 2001135

Laman: www.upi.edu E-mail: sekuniv_upi@upi.edu

Tanggal:

MANUAL MUTU SPMI
(Quality Manual)

Revisi: 00
Halaman:

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019

MANUAL MUTU STANDAR PENDIDIKAN
(STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)

Kode: ST-UPI-DIK-09



90 Universitas Pendidikan Indonesia



91Manual Mutu Standar Pendidikan (Standar Pembiayaan Pembelajaran)

1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk memberikan panduan bagi 
pimpinan tertinggi UPI, fakultas, Departemen, Program studi, kepala biro, 
kepala bagian, dan kepala unit dalam perumusan, penetapan, dan pencapaian 
standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan UPI. Buku manual ini 
diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan kegiatan akademik 
di lingkungan UPI.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan manual pelaksanaan standar ini ialah untuk melaksanakan pencapaian 
standar pembiayaan pembelajaran sebagai berikut:
1)	 Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam 

mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar pembiayaan 
pembelajaran.

2)	 Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi secara 
tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar pembiayaan 
pembelajaran.

3)	 Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian 
standar pembiayaan pembelajaran termasuk menghindari adanya 
kegagalan dalam pencapaian standar pembiayaan pembelajaran.

4)	 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar pembiayaan 
pembelajaran.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
dan hasil pencapaian standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan UPI, 
sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
dan hasil pelaksanaan pencapaian standar pembiayaan pembelajaran di 
lingkungan UPI, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara 
optimal.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan hasil pencapaian standar pembiayaan pembelajaran para 
pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan UPI.
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1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN 
PEMBELAJARAN

Manual standar pembiayaan pembelajaran mencakup PPEPP standar pembiayaan 
pembelajaran. Ruang Lingkup manual standar pembiayaan pembelajaran, sebagai 
berikut:
1)	 Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran berlaku ketika standar 

ini pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berlaku ketika 

standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam menunjang 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen; 

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar pembiayaan pembelajaran secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran berlaku ketika isi 
standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap 
sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar pembiayaan 
pembelajaran terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran berlaku ketika 
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran telah berakhir dalam satu 
siklus, kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan ke 
siklus berikutnya;

6)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia;

2)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi;

3)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree);

4)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku;

5)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar;

6)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
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langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;

7)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP);

8)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan;

9)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan;

10)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan;

11)	 Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan 
aspek yang telah diatur di dalamnya; dan

12)	 Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 5;

2)	 Biaya investasi universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan 
bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi;

3)	 Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan bagian 
dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 
pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya 
bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung;

4)	 Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan per 
mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional 
pendidikan tinggi;

5)	 Standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Menteri 
dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b.tingkat akreditasi 
perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah; dan
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6)	 Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 4) menjadi 
dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) 
tahunan universitas dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran, sesuai 
dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang akademik dan 
kemahasiswaan terkait standar pembiayaan pembelajaran.

2)	 Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang 
akademik dan kemahasiswaan terkait standar pembiayaan pembelajaran.

3)	 Direktorat Akademik mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi dan 
Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam 
upaya penyusunan rencana kebijakan bidang akademik terkait standar 
pembiayaan pembelajaran.

4)	 Direktorat Kemahasiswaan mempelajari Statuta dan Renstra UPI, Visi 
dan Misi UPI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, 
dalam upaya menyiapkan rumusan hasil kajian dan penyusunan 
rencana kebijakan bidang kemahasiswaan terkait standar pembiayaan 
pembelajaran.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar 

1)	 Wakil Rektor I mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran 
kepada pengelola Departemen/Program Studi, seluruh dosen, dan 
tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten, sebagai upaya 
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang akademik dan 
kemahasiswaan.

2)	 Direktorat Akademik: (a) menyusun rencana sistem pembiayaan 
pembelajaran berdasarkan hasil kajian peraturan perundangan yang 
berlaku; dan (b) membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan 
Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, 
setelah melakukan persiapan evaluasi dan analisis standar pembiayaan 
pembelajaran setiap jenjang pendidikan, berdasarkan peraturan 
perundangan, dan sesuai dengan keperluan departemen dan universitas.

3)	 Departemen membuat rencana dan melaksanakan pembiayaan 
pembelajaran pada level departemen sebagai tolok ukur pencapaian 
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar 

1)	 Departemen: (a)  melakukan pengukuran secara periodik setiap semester 
terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran; 
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dan (b) mencatat atau merekam alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan 
yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

2)	 Direktorat Akademik: (a) Mencatat dan merekam semua temuan dari 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pembiayaan pembelajaran; 
(b) Mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen SOP, Instruksi 
dan formulir kerja; dan (c) Memeriksa dan mengevaluasi alasan dan 
penyebab penyimpangan dan ketidaktercapaian standar pembiayaan 
pembelajaran.

3)	 Wakil Rektor I: (a) Mempelajari laporan pelaksanaan standar 
pembiayaan pembelajaran; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar 

1)	 Departemen: (a) Mencatat alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai; 
dan (b) Melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif 
yang dilakukan.

2)	 Direktorat Akademik: (a) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari 
catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan 
mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi 
standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan 
pembelajaran gagal dicapai; (b) Mengusulkan tindakan korektif 
terhadap setiap ketidaktercapaian standar; dan (c) Menyusun laporan 
hasil pengendalian standar.

3)	 Wakil Rektor I: (a) Mempelajari laporan pengendalian standar 
pembiayaan pembelajaran; dan (b) Menyusun langkah tindak lanjut.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar  

1)	 Wakil Rektor I: (a) mempelajari laporan hasil pengendalian standar 
pembiayaan pembelajaran; (b) menyelenggarakan rapat untuk 
membicarakan hasil laporan dengan mengundang Direktorat Akademik, 
Dekan, dan Ketua Departemen; dan (c) melakukan revisi isi standar 
pembiayaan pembelajaran, sehingga menjadi standar pembiayaan 
pembelajaran baru yang lebih tinggi.

2)	 Direktorat akademik: (a) mengevaluasi isi standar pembiayaan 
pembelajaran; dan (b) menempuh langkah yang berlaku dalam 
penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi sebagai 
standar yang baru.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor I a a
Direktorat 
Akademik a a a a

Ka. SPM a
Dekan a a a
Ka. Departemen a a a
Ka. Prodi a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 

berkaitan dengan pembiayaan pembelajaran;
2)	 Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas;
3)	 Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei;
4)	 Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran;
5)	 Prosedur kerja atau SOP;
6)	 Instruksi kerja;
7)	 Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
8)	 Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran;
9)	 Formulir hasil pengendalian pelaksanaan pembiayaan pembelajaran;
10)	 Pengukuran realisasi pembiayaan pembelajaran; dan 
11)	 Laporan pembiayaan pembelajaran.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  hasil penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar hasil 
penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
hasil penelitian  sehingga pelaksanaan hasil penelitian dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
hasil penelitian  sehingga hasil penelitian dapat mencapai luaran penelitian.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan hasil penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR HASIL 
PENELITIAN

Manual standar hasil peenelitian mencakup PPEPP standar hasil penelitian. Ruang 
lingkup manual standar hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar hasil penelitian berlaku ketika standar hasil 

penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar hasil penelitian berlaku ketika standar hasil 

penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh 
semua unit kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian berlaku ketika dilakukan 
evaluasi standar hasil penelitian secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar hasil penelitian berlaku ketika isi standar 
hasil penelitian dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar hasil penelitian berlaku ketika pelaksanaan 
standar hasil penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar 
hasil penelitian tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.
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1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 

teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

3)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

4)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

5)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

6)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

7)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

8)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

9)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

10)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan penelitian untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

11)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala dengan tujuan 
untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan penelitian telah berjalan 
sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

12)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

13)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

14)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.
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1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil 
penelitian.

2)	 Hasil penelitian di Universitas diarahkan dalam rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang pendidikan, untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.

3)	 Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4)	 Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
pertanggungjawaban ilmiah dalam bentuk dokumen laporan, makalah, artikel, 
buku ajar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi tepat guna, model, 
kebijakan, metode, blue print, dan purwarupa.

5)	 Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau 
tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan 
dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, disosialisasikan, dan/
atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar.
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar hasil penelitian

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan pembuatan standar hasil penelitian;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar hasil penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal 

tentang mutu  hasil penelitian;
b.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada pengembangan 

ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
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c.	 Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan,  dan  
budaya akademik;

d.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping  harus 
memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras 
dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di 
Universitas Pendidikan Indonesia;

e.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak 
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum 
atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  diseminarkan, 
dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;

f.	 Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) melakukan uji publik atau 
sosialisasi draft Standar Hasil Penelitian dengan mengundang 
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 
medapatkan saran;

g.	  Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merevisi 
pernyataan Standar Hasil Penelitian berdasarkan hasil uji publik; 
dan

h.	 Standar Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan Standar Hasil Penelitian.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan 
Hasil Penelitian.

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar Hasil Penelitian
4)	 Dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang 

diajukan yang mengacu kepada Standar Hasil Penelitian
5)	 Dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan 

laporan akhir penelitian
6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian pelaksanaan 

hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada 
Rektor dan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
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mengukur  Standar Hasil Penelitian yang mempertimbangkan :
a.	 Standar hasil penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal 

tentang mutu hasil penelitian;
b.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan  daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik;

d.	  Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus 
memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras 
dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di 
UP;

e.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak 
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum 
atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 
dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2)	 LPPM khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data Standar 
Hasil Penelitian.

3)	 LPPM khususnya unit terkait menganalisis data Standar Hasil Penelitian
4)	 LPPM khususnya unit terkait mengevaluasi data hasil penelitian
5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian 

dengan Standar  Hasil Penelitian.
6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.
7)	
8)	 Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian
9)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 

Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.

10)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Hasil 
Penelitian dosen, Puslit, Pusdi.

11)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc.

12)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
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korektif.
13)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 

mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.4.	Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian 
dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui 
langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Hasil Penelitian;
b.	 mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian; dan
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar hasil penelitian 

yang telah ditingkatkan.
3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil 

Penelitian.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020; dan
4)	 Pedoman Penelitian dan PKM UPI Tahun 2019
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  isi penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar isi 
penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi isi 
penelitian  sehingga isi penelitian dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan isi penelitian  
sehingga isi penelitian dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan isi penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PENELITIAN

Manual standar isi peenelitian mencakup PPEPP standar isi penelitian. Ruang 
Lingkup manual standar isi penelitian, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar isi penelitian berlaku ketika standar isi penelitian 

pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar isi penelitian berlaku ketika standar isi penelitian 

harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua 
unit kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian berlaku ketika dilakukan 
evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar isi penelitian berlaku ketika isi standar  penelitian 
dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah 
tindakan koreksi agar standar isi penelitian terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar isi penelitian berlaku ketika pelaksanaan standar 
isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian 
tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.
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1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Isi Penelitian merupakan  kriteria minimal tentang kedalaman dan 
keluasan materi penelitian.

2)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

3)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

4)	 Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arah kebijakan dan pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas dalam jangka waktu 
tertentu, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

5)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

6)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

7)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

8)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

9)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

10)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

11)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

12)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

13)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

14)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

15)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
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perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 
keluasan materi penelitian.

2)	 Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3)	 Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan 
untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat 
baru.

4)	 Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, 
dunia pendidikan, dunia usaha, dan/atau industri.

5)	 Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian 
khusus untuk kepentingan nasional.

6)	 Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-
prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa 
mendatang dalam bidang ilmu pendidikan, teknologi, dan seni untuk 
kepentingan dunia pendidikan, dunia usaha dan/atau industri.

7)	 Materi penelitian berdasarkan skim penelitian yang diterapkan Universitas 
melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

8)	 Materi penelitian mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
9)	 Ruang lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen terdiri atas 

disipln  ilmu pendidikan, pendidikan disipli  ilmu, dan disipin  ilmuj lainnya.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar.
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar isi penelitian

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan pembuatan standar isi penelitian;
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5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar isi penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal 

tentang  kedalaman dan keluasan materi penelitian; dan
b.	 Isi atau materi penelitian berdasarkan RIP Universitas terbagi 

ke dalam 4 payung, yaitu penelitian untuk pengembangan 
institusi ( yang terbagi ke dalam skema penelitian terkait dengan 
kecenderungan global dalam  pendidikan tinggi, penelitian 
pembinaan dan pengembangan kelompok bidang keilmuan 
atau PPKBK, penelitian pengembangan kapasitas dosen sebagai 
individu, dan penelitian unggulan unit kerja), penelitian untuk 
pengembangan pendidikan (yang terbagi ke dalam skema penelitian 
program dan kebijakan pendidikan dasar dan menengah, penelitian 
terkait filsafat pendidikan, sumber belajar, pendidik, dan peserta 
didik, penelitian untuk pengembangan pendidikan dan proses 
pembelajaran, dan pendekatan budaya terhadap pendidikan dan 
pembelajaran),  penelitian multidisiplin dan kerja sama internasional 
untuk pengembangan pendidikan dan ilmu lainnya (yang terbagi ke 
dalam skema penelitian multidisiplin ilmuj, penelitian kerja sama 
antra institusi/universitas, pemerintas, industri, LSM, dan industri 
lain, dan penelitian kerja sama internasional) , dan penelitian untuk 
menyelesaikan isu-isu nasional dan global (yang terbagi ke dalam 
skema penelitian pemberdayaan perempuan, anak-anak, keluarga 
dan orang berkebutuhan khusus). Skema penelitian, kemudian 
terbagi lagi ke dalam topik-topik penelitian yang relevan.

7)	 Pelaksanaan mutu isi penelitian diarahkan pada pengembangan 
ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

8)	 Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) melakukan uji publik atau sosialisasi 
draf Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan 
internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;

9)	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil uji publik; dan

10)	 Standar Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan Standar Isi Penelitian.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan  Standar Pelaksanaan Isi 
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Penelitian, yang sudah terklasifikasi ke dalam payung, skema, dan topik 
penelitian.

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi  Standar Isi Penelitian.
4)	 Dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang 

diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian.
5)	 Dosen melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan 

laporan akhir penelitian.
6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 

pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Isi Penelitian 
kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur Standar Isi Penelitian yang mempertimbangkan :
1)	 Standar isi penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal 

tentang mutu isi penelitian;
2)	 Pelaksanaan mutu isi penelitian diarahkan pada peengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa;

3)	 Pelaksanaan luaran mutu isi penelitian harus memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik;

4)	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak 
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum 
atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 
dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;

5)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Isi Penelitian;

6)	 LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Isi Penelitian;
7)	 LPPM khususnya unit terkait mengevaluasi data Sisi ptandar Isi 

Penelitian;
8)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian isi penelitian 

dengan Standar  Isi Penelitian; dan
9)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor. 
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1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi 
Penelitian dosen.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil capaian dan 
temuan periode sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan 
Ketua LPPM merumuskan peningkatan Standar Isi Penelitian melalui 
langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, RIP, dan 

RPJP yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuatan Standar Isi Penelitian; dan
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian 

yang telah ditingkatkan. 
3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Isi 

Penelitian.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Pedoman Penelitian dan PKM UPI Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  proses penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar proses 
penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
proses penelitian  sehingga pelaksanaan proses penelitian dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
proses penelitian  sehingga proses penelitian dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan proses 
penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR HASIL 
PENELITIAN

Manual Standar Proses Penelitian mencakup PPEPP standar proses penelitian. Ruang 
Lingkup manual standar hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar proses penelitian berlaku ketika standar hasil 

penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar proses penelitian berlaku ketika standar hasil 

penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan 
oleh semua unit kerja pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian berlaku ketika dilakukan 
evaluasi standar hasil penelitian secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar hasil penelitian berlaku ketika standar 
proses penelitian dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi; 
dan

5)	 Manual peningkatan standar proses penelitian berlaku ketika pelaksanaan 
standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar 
hasil penelitian tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.
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1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 
yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian institusi/universitas dalam jangka waktu tertentu, 
setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Penelitian institusi/universitas merupakan riset unggulan institusi/universitas 
yang dijabarkan melalui payung, skim/skema, dan topik-topik penelitian.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
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yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 

yang telah diatur di dalamnya.
16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 

perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	  RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan.

2)	 Perencanaan penelitian dilakukan dalam bentuk penyusunan Rencana Induk 
Penelitian (RIP).

3)	 Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 
otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4)	 Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar-mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, kondisi masyarakat, dan 
kondisi lingkungan.

5)	 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam rangka melaksanakan 
salah satu tugas tridharma perguruan tinggi harus mengikuti ketentuan 
peraturan Kemristekdikti yang diturunkan dalam pedoman Universitas.

6)	 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan 
tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di Universitas.

7)	 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 
sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).

8)	 Selain tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, mahasiswa dapat melakukan 
kegiatan penelitian, berdasarkan skema yang berlaku.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, 

dan  SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan aspek standar proses penelitian, khususnya yang 
terdapat dalam Standar UPI, RIP UPI, dan Panduan penelitian terbaru 
dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemristek 
Dikti.
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3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan pembuatan standar proses penelitian;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar proses penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria 

minimal tentang mutu  proses  penelitian, yang dituangkan dalam 
buku Panduan Penelitian dan PKM UPI edisi terbaru;

b.	 Pelaksanaan mutu proses penelitian diarahkan pada pengembangan 
ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu proses dan hasil penelitian harus memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan,  
dan  budaya akademik;

d.	 Pelaksanaan mutu proses penelitian oleh mahasiswa di samping  
harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga 
harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan 
peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia;

e.	 Pelaksanaan proses penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak 
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum 
atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  diseminarkan, 
dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;

f.	 Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) melakukan uji publik atau 
sosialisasi draf  Standar Proses Penelitian dengan mengundang 
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 
medapatkan saran;

g.	  Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil uji publik; dan

h.	 Standar Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan Standar Proses Penelitian.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan teknis 
dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.
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2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian 
berdasarkan buku panduan penelitian UPI, yang bersumber dari buku 
panduan terbaru yang dikeluarkan oleh DPRM. Dalam buku panduan 
dijelaskan mekanisme atau tahap proses penelitian, yaitu pengumuman, 
pengusulan proposal, penyeleksian proposal, penetapan proposal, 
pelaksanaan penelitian, pengawasan, pelaporan, dan penilaian hasil 
penelitian. 

4)	 Dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang 
diajukan yang mengacu kepada Standar Prosesl Penelitian.

5)	 Dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan 
laporan akhir penelitian.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian pelaksanaan 
hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Proses Penelitian kepada 
Rektor dan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur Standar Proses Penelitian yang mempertimbangkan :
a.	 Standar proses penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria 

minimal tentang mutu hasil penelitian;
b.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada peengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; peningkatan kesejahteraan 
masyarakat;  daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu proses dan hasil penelitian harus memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan 
dan budaya akademik;

d.	  Pelaksanaan mutu proses dan hasil penelitian oleh mahasiswa di 
samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, 
juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di UPI; dan

e.	 Pelaksanaan mutu proses dan hasil penelitian yang tidak bersifat 
rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 
masyarakat.

2)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Proses Penelitian.
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3)	 LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Proses 
Penelitian.

4)	 LPPM, khususnya unit terkait mengevaluasi data proses dan hasil 
penelitian.

5)	 LPPM, merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian proses 
penelitian dengan Standar  Proses Penelitian.

6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Proses 
Penelitian dosen, Puslit, Pusdi.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Proses Penelitian atas dasar hasil capaian 
dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Proses Penelitian melalui 
langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Proses Penelitian;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuatan Standar Proses Penelitian; dan
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar proses penelitian 

yang telah ditingkatkan.
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3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar 
Proses Penelitian.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh DRPM Kemristek Dikti;
6)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM UPI  Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  penilaian penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar 
penilaian penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi 
pelaksanaan penilaian penelitian  sehingga pelaksanaan penilaian penelitian 
dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
penilaian penelitian  sehingga penilaian penelitian dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan penilaian 
penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN 
PENELITIAN

Manual standar hasil peenelitian mencakup PPEPP standar hasil penelitian. Ruang 
Lingkup manual standar hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar hasil penelitian berlaku ketika standar penilaian 

penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian berlaku ketika standar 

penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar penilaian penelitian secara berkelanjutan;

4)	 Manual pengendalian standar penilaian penelitian berlaku ketika isi standar 
penilaian penelitian dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 
Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar penilaian penelitian 
terpenuhi; dan

5)	 Manual peningkatan standar penilaian penelitian berlaku ketika pelaksanaan 
standar penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar 
hasil penelitian tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.
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1.4.	  DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap 
perencanaan, proses, dan hasil penelitian. 

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 
yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian institusi/universitas dalam jangka waktu tertentu, 
setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Penelitian institusi/universitas merupakan riset unggulan institusi/universitas 
yang dijabarkan melalui payung, skim/skema, dan topik-topik penelitian.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
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15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap 
perencanaan, proses, dan hasil penelitian.

2)	 Penilaian perencanaan penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian dengan 
rambu-rambu skema yang diusulkan.

3)	 Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
a.	 edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya;
b.	 objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas;
c.	 akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
d.	 transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pihak.
4)	 Penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip 

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian 
dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

5)	 Penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 
mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 
penelitian.

6)	 Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 
disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas.

7)	 Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen 
dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dana Non Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (NonPNBP) diatur berdasarkan ketentuan Universitas.

8)	 Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen 
dilakukan oleh tim penilai yang bersertifikat dan ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Rektor.

9)	 Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen 
dilakukan sebanyak tiga kali; pada awal, tengah dan akhir masa penelitian.

10)	 Aspek penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian meliputi proses dan 
luaran penelitian.
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1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar penilaian penelitian.

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan pembuatan standar peilaian penelitian;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, bahwa :
a.	 Standar penilaian penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria 

penilaian terhadap perencanaan, proses, dan hasil penelitian;
b.	 Pelaksanaan mutu penilaian hasil penelitian diarahkan pada 

pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu penilaian hasil penelitian harus memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan,  
dan  budaya akademik;

d.	 Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping  harus 
memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras 
dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di 
Universitas Pendidikan Indonesia;

e.	 Pelaksanaan mutu penilaian hasil penelitian yang tidak bersifat 
rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 
masyarakat;

f.	 Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) melakukan uji publik atau 
sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang 
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk 
medapatkan saran;

g.	 Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) merevisi 
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pernyataan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil uji publik; 
dan

h.	 Standar Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan Standar Penilaian Penelitian.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan 
Penilaian Penelitian.

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian  
Penelitian berdasakan panduan penelitian dari DRPM dan panduan 
penelitian UPI.

4)	 Dosen menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang 
diajukan. 

5)	 Dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan 
laporan akhir penelitian.

6)	 Tim penilai ad hoc atau reviewer menilai penelitian, yang meliputi proses 
dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 

7)	 Prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan.

8)	 Penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi, dan standar proses prnrlitian.

9)	 Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan 
pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan 
peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia.

10)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian 
Penelitian kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, 
dan Usaha. 

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur Standar Penilaian Penelitian yang mempertimbangkan :
a.	 Standar penilaian penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria 

minimal tentang penilaian penelitian;
b.	 Pelaksanaan penilaian hasil penelitian diarahkan pada peengembangan 
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ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; peningkatan kesejahteraan 
masyarakat;  daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran penilaian hasil penelitian harus memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan 
dan budaya akademik;

d.	 Pelaksanaan penilaian hasil penelitian oleh mahasiswa di samping 
harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga 
harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan 
peraturan di UPI; dan

e.	 Pelaksanaan penilaian hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia 
tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan 
umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 
dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Penilaian Penelitian.

3)	 LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Penilaian 
Penelitian

4)	 LPPM, khususnya unit terkait mengevaluasi data penilaian hasil 
penelitian

5)	 LPPM, merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian 
dengan Standar  Penilaian Penelitian.

6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian 
penelitian.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian 
Penelitian dosen.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad ho.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.
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1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil 
capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Penilaian Penelitian melalui 
langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Penilaian Penelitian;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian; dan
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar hasil penelitian 

yang telah ditingkatkan. 
3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar 

Penilaian Penelitian.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a
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1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh DRPM Kemristek Dikti; dan
6)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM UPI  Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  peneliti di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar peneliti.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi terhadap 
peneliti  sehingga pelaksanaan tugas peneliti dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
tugas peneliti  sehingga standar peneliti dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan pelaksanaan 
tugas peneliti.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN 
PENELITIAN

Manual standar peneliti mencakup PPEPP standar peneliti. Ruang Lingkup manual 
standar  peneliti, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar peneliti berlaku ketika standar peneliti pertama kali 

hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar peneliti berlaku ketika standar peneliti harus 

dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit 
kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti berlaku ketika dilakukan evaluasi 
standar peneliti secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar peneliti berlaku ketika isi standar peneliti 
dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah 
tindakan koreksi agar standar peneliti terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar peneliti berlaku ketika pelaksanaan standar 
peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar peneliti tersebut 
ditingkatkan ke siklus berikutnya.
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1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 
yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian institusi/universitas dalam jangka waktu tertentu, 
setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Penelitian institusi/universitas merupakan riset unggulan institusi/universitas 
yang dijabarkan melalui payung, skim/skema, dan topik-topik penelitian.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
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15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian.

2)	 Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan 
tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 
keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 
penelitian.

3)	 Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan:
a.	 kualifikasi akademik; 
b.	 jabatan fungsional dosen/jabatan fungsional tertentu; dan
c.	 rekam jejak penelitian.

4)	 Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan 
kewenangan melaksanakan penelitian.

5)	 Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh 
Kemenristekdikti dan/atau Rektor.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumkus standar.
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar penilaian penelitian.

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan pembuatan standar peilaian penelitian;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, bahwa :



155Manual Mutu Standar Penelitian (Standar Peneliti)

a.	 Standar peneliti yang ditetapkan merupakan kriteria peneliti 
terhadap perencanaan, proses, dan hasil penelitian;

b.	 Kemampuan peneliti terhadap hasil penelitian diarahkan pada 
pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

c.	 Kemampuan peneliti meliputi kemampuan dalam melaksanakan 
penelitian sesuai dengan metodologi bidang keilmuan, objek 
penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian yang 
ditentukan berdsarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;

d.	 Hasil penelitian peneliti yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu 
dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 
wajib disebarluaskan dengan cara  diseminarkan, dipublikasikan, 
dipatenkan, dan/atau  cara lain yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;

e.	 Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) melakukan uji publik atau 
sosialisasi draf Standar peneliti dengan mengundang pemangku 
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;

f.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik; dan

g.	 Standar Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan Standar  Peneliti.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti;

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar;

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar  Peneliti berdasakan 
panduan penelitian dari DRPM dan panduan penelitian UPI;

4)	 Dosen sebagai peneliti menyelenggarakan penelitian sesuai dengan 
proposal yang diajukan;

5)	 Dosen sebagai peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres 
report dan laporan akhir penelitian;

6)	 Tim penilai ad hoc atau reviewer menilai penelitian, yang meliputi proses 
dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;

7)	 Prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan;

8)	 Penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi, dan standar proses penelitian;
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9)	 Peneliti menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian 
kinerja peneliti dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Universitas 
Pendidikan Indonesia;

10)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian peneliti, 
yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Rektor dan 
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha;

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Peneliti

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur Standar Peneliti dengan mempertimbangkan :
a.	 Standar peneliti yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang 

kemampuan peneliti;
b.	 Penilaian kemampuan peneliti diarahkan pada peengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; peningkatan kesejahteraan 
masyarakat;  daya saing bangsa;

c.	 Luaran hasil penelitian dari peneliti harus memenuhi kaidah dan 
metode  ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik;

d.	 Hasil penelitian oleh mahasiswa sebagai peneliti di samping harus 
memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras 
dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di 
UPI; dan

e.	 Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu 
dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 
wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, 
dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Peneliti.

3)	 LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Penilaian 
Penelitian

4)	 LPPM khususnya unit terkait mengevaluasi data penilaian hasil peneliti.
5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian kemampuan 

peneliti dengan Standar  Peneliti.
6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.
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1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi kemampuan peneliti.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Peneliti.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad ho.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Peneliti

1)	 Rektor meningkatkan Standar Peneliti atas dasar hasil capaian dan 
temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-
langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Peneliti;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan penyusunan Standar Peneliti; dan
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti yang 

telah ditingkatkan. 
3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar 

Peneliti.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh DRPM Kemristek Dikti; dan
6)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM UPI  Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 



164 Universitas Pendidikan Indonesia

1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  sarana dan prasarana penelitian di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar sarana 
dan prasarana penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi terhadap 
sarana dan prasarana penelitian  sehingga dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan sarana dan 
prasarana penelitian sehingga standar sarana dan prasarana penelitian dapat 
dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan sarana dan 
prasarana penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA PENELITIAN

Manual standar sarana dan prasarana penelitian mencakup PPEPP standar  sarana 
dan prasarana penelitian. Ruang Lingkup manual standar sarana dan prasarana 
penelitian , yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian berlaku ketika 

standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak dirancang, 
dirumuskan, dan ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berlaku 
ketika standar peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berlaku 
ketika dilakukan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian secara 
berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian berlaku ketika 
isi standar sarana dan prasarana penelitian dilaksanaan dan telah dievaluasi 
pada tahap sebelumnya. 
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5)	 Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar sarana dan prasarana 
penelitian terpenuhi.

6)	 Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian berlaku ketika 
pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian telah berakhir dalam satu 
siklus kemudian standar  tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana 
dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 
penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 
yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian institusi/universitas dalam jangka waktu tertentu, 
setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Penelitian institusi/universitas merupakan riset unggulan institusi/universitas 
yang dijabarkan melalui payung, skim/skema, dan topik-topik penelitian.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.
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13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana 
dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 
penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2)	 Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi 
penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

3)	 Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 
dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumkus standar.
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar sarana dan prasarana penelitian .

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan pembuatan standar darana dan prasarana penelitian;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, bahwa :
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a.	 Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan merupakan 
penunjang  terhadap perencanaan, proses, dan hasil penelitian.

b.	 Kemampuan peneliti terhadap hasil penelitian diarahkan pada 
pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

c.	 Kemampuan peneliti meliputi kemampuan dalam melaksanakan 
penelitian sesuai dengan metodologi bidang keilmuan, objek 
penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian yang 
ditentukan berdsarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

d.	 Hasil penelitian peneliti yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu 
dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 
wajib disebarluaskan dengan cara  diseminarkan, dipublikasikan, 
dipatenkan, dan/atau  cara lain yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

e.	 Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) melakukan uji publik atau 
sosialisasi draf Standar peneliti dengan mengundang pemangku 
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran;

f.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik;

g.	 Standar Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan Standar  Peneliti;

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana  dan Prasarana Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan teknis 
dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana 
penelitian;

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar;

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi standar  sarana dan 
prasarana penelitian berdasakan panduan penelitian dari DRPM dan 
panduan penelitian UPI;

4)	 Dosen sebagai peneliti menyelenggarakan penelitian sesuai dengan 
proposal yang diajukan;

5)	 Dosen sebagai peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres 
report dan laporan akhir penelitian;

6)	 Tim penilai ad hoc atau reviewer menilai penelitian, yang meliputi proses 
dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;

7)	 Prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan;
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8)	 Penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi, dan standar proses penelitian;

9)	 Peneliti menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian 
kinerja peneliti dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Universitas 
Pendidikan Indonesia; dan

10)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian peneliti, 
yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Rektor dan  
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha. 

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Peneliti

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian 
untuk mengukur standar sarana dan prasarana penelitiani dengan 
mempertimbangkan :
a.	 Standar sarana dan prasarana penelitian  yang dievaluasi merupakan 

kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian;
b.	 Sarana dan prasarana penelitian diarahkan agar dapat menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; peningkatan 
kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa; dan

c.	 Luaran hasil penelitian yang ditunjang oleh sarana dan prasarana 
penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar sarana dan prasarana penelitian.

3)	 LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Sarana dan 
Prasarana Penelitian.

4)	 LPPM khususnya unit terkait mengevaluasi data penilaian hasil peneliti.
5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian kemampuan 

peneliti dengan Standar  Sarana dan Prasarana Penelitian.
6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi sarana dan  prasarana 
penelitian.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana 
dan Prasarana Penelitian.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
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Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas 
dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan 
Ketua LPPM merumuskan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana 
Penelitian melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan penyusunan        Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 
dan

e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan 
Prasarana Penelitian yang telah  ditingkatkan. 

3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar 
Sarana dan Prasarana Penelitian.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang 

berkaitan dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh DRPM Kemristek Dikti; dan
6)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM UPI  Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar
Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, 
dan menetapkan standar  pengelolaan penelitian di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar 
pengelolaan penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar
Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi terhadap 
pengelolaan penelitian  sehingga dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar
Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pengelolaan 
penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar
Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan pengelolaan 
penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA PENELITIAN

Manual standar pengelolaan penelitian mencakup PPEPP standar  pengelolaan 
penelitian. Ruang Lingkup manual standar pengelolaan penelitian , yaitu sebagai 
berikut:
1)	 Manual penetapan standar pengelolaan penelitian berlaku ketika standar 

pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan 
ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan pengelolaan penelitian berlaku ketika standar tersebut 
harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua 
unit kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian berlaku ketika 
dilakukan evaluasi standar pengelolaan penelitian secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian berlaku ketika isi standar 
tersebut dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. 

5)	 Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar pengelolaan penelitian 
terpenuhi.

6)	 Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian berlaku ketika pelaksanaan 
standar tersebut telah berakhir dalam satu siklus kemudian ditingkatkan ke 



177Manual Mutu Standar Penelitian (Standar Pengelola Penelitian)

siklus berikutnya.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan penelitian  yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 
kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan bentuk 
lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya 
yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 
yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian institusi/universitas dalam jangka waktu tertentu, 
setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Penelitian institusi/universitas merupakan riset unggulan institusi/universitas 
yang dijabarkan melalui payung, skim/skema, dan topik-topik penelitian.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
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aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang:
a.	 perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian  yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam 
bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan 
bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk 
lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 
tinggi;

b.	 kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana 
program penelitian sesuai dengan rencana strategis LPPM Universitas, 
serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistim 
penjaminan mutu internal kegiatan penelitian;

c.	 Lembaga dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang 
meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pemantauan, dan diseminasi 
hasil penelitian;

d.	 Lembaga yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 
pelaksanaan penelitian dengan memberikan penghargaan kepada pelaksana 
penelitian yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana 
penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama;

e.	 kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, 
serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penelitian yang 
dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

2)	 Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 
penelitian.

3)	 Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
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1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar.
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar pengelolaan penelitian .

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
dengan penyusunan standar pengelolaan penelitian;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, bahwa :
a.	 Standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pe;laksanaan, pengendalian, 
pe,antauan dan evaluasi serta pelaporak kegiatan penelitian.

b.	 Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 
kelembagaanyang bertugas untuk mengelola penelitian, yaitu 
Lembaga Peelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
Universitas Pendidikan Indonesia.

c.	 Satuan Penjaminan Mutu (SPM) melakukan uji publik atau sosialisasi 
draf standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku 
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk medapatkan saran.

d.	  Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
standar pengelolaan penelitian berdasarkan hasil uji publik.

e.	  Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan standar pengelolaan penelitian.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan teknis 
dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi standar  pengelolaan 
penelitian berdasakan panduan penelitian dari DRPM dan panduan 
penelitian UPI.
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4)	 Dosen sebagai peneliti menyelenggarakan penelitian sesuai dengan 
proposal yang diajukan. 

5)	 Dosen sebagai peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres 
report dan laporan akhir penelitian.

6)	 Tim penilai ad hoc atau reviewer menilai penelitian, yang meliputi proses 
dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 

7)	 Prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan.

8)	 Penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi, dan standar proses penelitian.

9)	 Peneliti menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian 
kinerja peneliti dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Universitas 
Pendidikan Indonesia.

10)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian peneliti, 
yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Rektor dan 
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha. 

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur standar pengelolaan penelitian dengan mempertimbangkan :
a.	 Standar pengelolaan penelitian  yang dievaluasi merupakan 

kriteria minimal tentang perencanan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi,  pelaporan kegiatan penelitian, serta 
lembaga pengelola penelitian;

b.	 Pengelolaan penelitian diarahkan agar dapat menunjang 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; peningkatan 
kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa; dan

c.	 Luaran hasil penelitian yang didukung oleh lembaga pengelolaan 
penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
pengelolaan penelitian.

3)	 LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Pengelolaan 
Penelitian.

4)	 LPPM khususnya unit terkait mengevaluasi data penilaian hasil peneliti.
5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian kemampuan 

peneliti dengan Standar  Pengelolaan Penelitian.
6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.
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1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pengelolaan penelitian.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar 
Pengelolaan Penelitian.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil 
capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Pengelolaan  Penelitian 
melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian;
b.	 mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.	 evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 

penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian;
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan 

Penelitian yang telah  ditingkatkan. 
3)	 Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar 

Pengelolaan Penelitian.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh DRPM Kemristek Dikti; dan
6)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM UPI  Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar  pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas 
Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar 
pendanaan dan pembiayaan penelitian.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi terhadap 
pendanaan dan pembiayaan penelitian  sehingga dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pendanaan 
dan pembiayaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dapat 
dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan pendanaan 
dan pembiayaan penelitian.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA PENELITIAN

Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup PPEPP standar  
tersebut. Ruang lingkup manual standar pengelolaan penelitian , yaitu sebagai 
berikut:
1)	 Manual penetapan standar pengelolaan penelitian berlaku ketika standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian pertama kali hendak dirancang, 
dirumuskan, dan ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku ketika 
standar tersebut harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 
berlaku ketika dilakukan evaluasi standar tersebut secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku 
ketika isi standar tersebut dilaksanaan dan telah dievaluasi pada tahap 
sebelumnya. 

5)	 Pengendalian adalah tindakan koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan 
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penelitian terpenuhi.
6)	 Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku 

ketika pelaksanaan standar tersebut telah berakhir dalam satu siklus kemudian 
ditingkatkan ke siklus berikutnya.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal 
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 
yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian institusi/universitas dalam jangka waktu tertentu, 
setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Penelitian institusi/universitas merupakan riset unggulan institusi/universitas 
yang dijabarkan melalui payung, skim/skema, dan topik-topik penelitian.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkanstandar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
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aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal 
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2)	 Sumber dana penelitian dapat berasal dari swadana, universitas, pemerintah, 
kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana 
dari masyarakat.

3)	 Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal.
4)	 Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 

membiayai:
a.	 perencanaan penelitian;
b.	 pelaksanaan penelitian;
c.	 pengendalian penelitian;
d.	 pemantauan dan evaluasi penelitian;
e.	 pelaporan hasil penelitian; dan
f.	 diseminasi hasil penelitian.

5)	 Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.

1.6.	 LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan  

SPM mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan aspek standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 
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dengan penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 

SPM menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi 
SWOT terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), LPPM, dan 
SPM merancang, merumuskan dan menetapkan, bahwa :
a.	 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan 
dan pembiayaan penelitian.

b.	 Pendanaan dan pembiayaan penelitian berasal dari dana internal 
atau swadana universitas, pemerintah, kerja sama dengan lembaga 
lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

c.	 Pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan untk membiayai 
peencanaan, pelaksanaan, pengendaian, pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.

d.	 Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh universitas 
dan digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi 
proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil 
penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi 
ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

e.	 Universitas tidak dibenarkan untuk mengambil biaya (fee) dari 
peneliti.

f.	 Pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan oleh unit 
kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 
penelitian, yaitu Lembaga Peelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia.

g.	 Satuan Penjaminan Mutu (SPM) melakukan uji publik atau 
sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau 
eksternal untuk medapatkan saran.

h.	  Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
standar pengelolaan penelitian berdasarkan hasil uji publik.

i.	 Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mengedit dan memverifikasi 
pernyataan standar pengelolaan penelitian.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan unit terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendaaan dan 
pembiayaan penelitian.

2)	 Sekretaris LPPM dan unit terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
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memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi standar  pendanaan dan 

pembiayaan  penelitian berdasakan panduan penelitian dari DRPM 
dan panduan penelitian UPI.

4)	
5)	 Dosen sebagai peneliti menyelenggarakan penelitian sesuai dengan 

proposal yang diajukan. 
6)	 Dosen sebagai peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres 

report dan laporan akhir penelitian.
7)	 Tim penilai ad hoc atau reviewer menilai penelitian, yang meliputi proses 

dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 

8)	 Prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan.

9)	 Penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi, dan standar proses penelitian.

10)	 Peneliti menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian 
kinerja peneliti dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Universitas 
Pendidikan Indonesia.

11)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian peneliti, 
yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Rektor dan 
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha. 

1.6.3.	Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pengelolaan Penelitian

1)	 LPPM khususnya unit terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan 
mempertimbangkan :
a.	 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian  yang dievaluasi 

merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan penelitian;

b.	 Pendanaan dan pembiayaan penelitian  diarahkan agar dapat 
menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa; dan

c.	 Luaran hasil penelitian yang didukung oleh pendanaan dan 
pembiayaan penelitian yang memadai harus memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.

2)	 LPPM, khususnya unit terkait melaksanakan pengumpulan data 
pendanaan dan bembiayaan penelitian.

3)	  LPPM, khususnya unit terkait menganalisis data Standar Pendanaan 
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dan Pengelolaan Penelitian.
4)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

1.6.4.	Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc memeriksa 
dan mempelajari program-program hasil evaluasi pendanaan dan 
pembiayaan penelitian.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar 
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3)	 Dosen atau peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari 
Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta unit terkait atau tim ad hoc 
melakukan pemantauan secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta unit terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1)	 Rektor meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 
atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan  
Penelitian melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT; dan
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan Penelitian yang telah  ditingkatkan. 
3)	  Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan8 Penelitian.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
4)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
5)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh DRPM Kemristek Dikti; dan
6)	 Buku Panduan Penelitian dan PKM UPI  Tahun 2018.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, 
dan menetapkan standar  hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas 
Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan hasil penelitian 
dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil pengabdian kepada 
masyarakat dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan hasil 
pengabdian kepada masyarakat.

1.3.	 RUANGLINGKUP MANUAL MUTU STANDAR HASIL 
PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT

Manual standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup PPEPP standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat. Ruanglingkup manual standar hasil pengabdian 
kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku ketika 

standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, 
dirumuskan, dan ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku 
ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika dilakukan evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat 
secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku 
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ketika isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat  dilaksanaan dan telah 
dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar 
standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku 
ketika pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah berakhir 
dalam satu siklus kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat 
tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang 
mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 
Pendidikan Indonesia yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat institusi/
universitas dalam jangka waktu tertentu, setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Pengabdian Kepada Masyarakat institusi/universitas merupakan program  
unggulan institusi/universitas yang dijabarkan melalui topik – topik tematik 
pengabdian kepada masyarakat.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langlah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa 
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13)	 dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.
14)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 

aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

15)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

16)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

17)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

1)	 Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
hasil pengabdian kepada masyarakat dalam merenapkan,mengamalkan,dan 
membudayakan ilmu pengetahuan,teknologi ,dan seni guna memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2)	 Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat ( 1) meliputi;
a.	 penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian sivitas akademika yang relevan;
b.	 pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
c.	 penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

3)	 Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan 
dan metode seperti kaji tindak (action research), pelatihan, pendampingan, 
konsultasi, advokasi dan metoda lainnya sesuai dengan keahlian Sivitas 
Akademik serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

4)	 Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa luaran pokok dan luaran lainnya.
5)	 Luaran pokok pengabdian  sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: teknologi 

tepat guna, model/prototype, karya disain/seni/kriya/bangunan dan arsitektur, 
rekayasa sosial, buku ajar/buku teks (Ber ISBN), jumlah makalah dalam 
publikasi internasional, jumlah makalah dalam publikasi nasional, jumlah 
makalah dalam publikasi lokal PT, jumlah makalah dalam media masa, bahan 
training/penyuluhan, dan/atau unit usaha.

6)	 Luaran pengabdian lainnya sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: paten, 
paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, 
perlindungan topografi,  rahasia dagang, desain produk industri, indikasi 
geografis, sirkuit terpadu, dan/atau pemakalah dalam forum ilmiah sebagai 
pembicara biasa pada tingkat internasional, nasional dan regional.
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1.6.	 LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR  

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar 

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar. 
2)	 Tim perumus standard menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait.
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi 
4)	 Tim perumus standard merumuskan draf standar.
5)	 Tim perumus standard melaksanakan uji publik pada berbagai 

stakeholder terkait.
6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji publik dan merumuskan kembali 

draf standar.
7)	 Tim perumus menyampaikan draf standard ke rektor.
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hukum dan kesekretariatan.
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbanga senat.
10)	 Senat menyampaikan hasil petimbangan.
11)	 Rektor mennetapkan standar melalui peraturan rektor.
12)	 Rektor melakukan sosialisasi standar. 

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar.

1)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek standar hasil penelitian

2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 
pembuatan standar hasil penelitian;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT 
terhadap Visi dan Misi;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan 

merupakan kriteria minimal tentang mutu  hasil pengabdian kepada 
masyarakat 

b.	 Pelaksanaan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat  diarahkan 
pada pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa.
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c.	 Pelaksanaan luaran mutu hasil pengabdian kepada masyarakat 
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan,  dan  budaya akademik

d.	 Pelaksanaan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa di samping  harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia

e.	 Pelaksanaan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 
masyarakat; dan

f.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Hasil Penelitian berdasarkan hasil uji public.

1.6.3.	Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan divisi terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan 
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Sekretaris LPPM dan divisi terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar HasilPengabdian 
Kepada Masyarakat.

4)	 Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat  sesuai 
dengan tugasnya  yang diajukan  sebagai pembimbing yang mengacu 
kepada Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Dosen, melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat  dalam bentuk 
progres report dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada 
Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Wakil Rektor 
Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.4.	Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 LPPM khususnya divisi terkait  menyediakan instrumen penilaian 
untuk mengukur Standar Hasil Pengabdian kepada masayarakat yang 
mempertimbangkan :
a.	 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi 

merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada 



207Manual Mutu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat)

masyarakat;
b.	 Pelaksanaan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan 

pada peengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu hasil pengabdian kepada masyarakat 
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya akademik;

d.	  Pelaksanaan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran 
lulusan, dan ketentuan peraturan di UPI; dan

e.	 Pelaksanaan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada 
masyarakaat kepada masyarakat.

2)	 LPPM, khususnya divisi terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 LPPM, khususnya divisi terkait menganalisis data Standar Hasil 
Pengabdian kepada masyarakat.

4)	 LPPM, khususnya divisi terkait mengevaluasi data hasil Pengabdian 
kepada masyarakat.

5)	 LPPM, merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil 
pengabdian kepada masyarakat  dengan Standar  Hasil Pengabdian 
kepada masyarakat.

6)	 LPPM,  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat .

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Hasil 
Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 Dosen atau pembimbing pengabdian kepada masyarakat  melakukan 
tindakan korektif hasil temuan dari Wakil Rektor IV (bidang Riset, 
Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi 
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terkait atau tim ad hoc
4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc 

melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.6.	Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Rektor meningkatkan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat 
atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada 
masyarakat melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuata      Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat; 
dan

e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar hasil pengabdian 
kepada masyarakat  yang telah ditingkatkan.

3)	  Dosen melaksanakan pembimbingan  berdasarkan peningkatan Standar 
Hasil Pengabdian kepada masyarakat.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat (PKM) atau yang berkaitan dengan PKM;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020; dan
4)	 Pedoman Penelitian dan PKM UPI Tahun 2019.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar 

Tujuan manual penetapan standar Isi pengabdian kepada Masyarakat, yaitu 
untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian 
kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar isi 
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
standar isi pengabdian kepada masyaarakat di Universitas Pendidikan Indonesia 

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
standar isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia 

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ini ialah untuk meningkatkan standar isi 
pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR 

Ruang lingkup manual standar isi pengabdian kepada masyarakat  mencakup PPEPP 
sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat berlaku ketika 

standar ini pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	  Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat  berlaku ketika 

standar ini harus dilaksanakan di berbagai kegiatan di berbagai unit kerja dan 
pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat  
berlaku ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standarisi 
pengabdian kepada masyarakat;

4)	 Manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat  dilakukan 
agar standar isi pengabdian kepada masyarakat  yang ditetapkan terpenuhi; 
dan 

5)	 Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masysrakat berlaku ketika 
pelaksanaan standar telah sesuai dan kemudian perlu ditingkatkan pada siklus 
berikutnya.
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1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Isi pengabdian kepada masyarakat  adalah kriteria minimal Isi 
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia.

2)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

3)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

4)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

5)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

6)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

7)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

8)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

9)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan kemahasiswaan yang harus dilaksanakan  untuk memenuhi 
isi standar dan Standar  Operasional Prosedur (SOP).

10)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

11)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai denganisi standar yang telah ditetapkan.

12)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.

13)	 Siklus Standar  adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang 
telah diatur di dalamnya.

14)	 Dampak adalah gambaran perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti 
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yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN  STANDAR 

1)	 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

2)	 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.	 Hasil penelitian di bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat 

diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh  sekolah, komunitas dan 
masyarakat lainnya;

b.	 Pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
dalam bidang pendidikan dan non pendidikan;

c.	 Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat;

d.	 Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 
kebijakan dalam bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat 
diterapkan langsung oleh Pemerintah/Pemda, sekolah, dunia usaha dan 
industri, dan/atau masyarakat luas; dan

e.	 Hak Kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh 
dunia usaha dan industri, sekolah dan/atau masyarakat luas.

1.6.	 LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar
2)	 Tim perumus standar menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait,
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi 
4)	 Tim perumus standar merumuskan draf standar
5)	 Tim perumus standar melaksanakan uji publik pada berbagai 

stakeholder terkait
6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji public dan merumuskan kembali 

draf standar
7)	 Tim perumus menyampaikan draf stadar ke rektor
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hokum dan kesekertariatan
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbangan senat
10)	 Senat menyampaikan hasil pertimbangan
11)	 Rektor menetapkan standar  melalui peraturan rektor.
12)	 Rektor melakukan sosialisasi standar
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1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar.

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar.
2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 

mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 
pembuatan standar Isi Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT 
terhadap Visi dan Misi;

6)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar Isi  pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan 

merupakan kriteria minimal tentang mutu  Isi pengabdian kepada 
masyarakat 

b.	 Pelaksanaan mutu Isi  pengabdian kepada masyarakat  diarahkan 
pada pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa.

c.	 Pelaksanaan luaran mutu Isi pengabdian kepada masyarakat harus 
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan,  dan  budaya akademik

d.	 Pelaksanaan mutu Isi pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 
di samping  harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, 
juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia

e.	 Pelaksanaan mutu Isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan Isi pengabdian  kepada 
masyarakat.

f.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Isi  Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
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1.6.3.	Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan divisi terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Pelaksanaan Isi  
Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Sekretaris LPPM dan divisi terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan Hasil  standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pengabdian 
Kepada Masyarakat.

4)	 Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat  sesuai 
dengan tugasnya  yang diajukan  sebagai pembimbing yang mengacu 
kepada Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Dosen, melaporkan Isi pengabdian kepada masyarakat  dalam bentuk 
progres report dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan Isi pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada 
Standar Isi  pengabdian kepada masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang 
Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.4.	Prosedur Evaluasi Standar Isi  Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 LPPM khususnya divisi terkait  menyediakan instrumen penilaian 
untuk mengukur . Standar Isi  Pengabdian kepada masayarakat yang 
mempertimbangkan :
a.	 Standar Isi pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi 

merupakan kriteria minimal tentang mutu Isi pengabdian kepada 
masyarakat.

b.	 Pelaksanaan mutu Isi pengabdian kepada masyarakat diarahkan 
pada peengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa.

c.	 Pelaksanaan luaran mutu Isi  pengabdian kepada masyarakat harus 
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya akademik.

d.	 Pelaksanaan mutu Isi  pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 
di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, 
juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di UPI.

e.	 Pelaksanaan mutu Isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 
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dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada 
masyarakaat.

2)	 LPPM, khususnya divisi terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Isi  Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 LPPM, khususnya divisi terkait menganalisis data Standar Isi Pengabdian 
kepada masyarakat.

4)	 LPPM khususnya divisi terkait mengevaluasi data Isi  Pengabdian 
kepada masyarakat.

5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian Isi pengabdian 
kepada masyarakat  dengan Standar Isi  Pengabdian kepada masyarakat.

6)	 LPPM  melaporkan Isi evaluasi kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program Isi evaluasi pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat .

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi 
Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 Dosen atau pembimbing pengabdian kepada masyarakat  melakukan 
tindakan korektif isi  temuan dari Wakil Rektor IV (bidang Riset, 
Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi 
terkait atau tim ad hoc

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.6.	Prosedur Peningkatan Standar Isi  Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Rektor meningkatkan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat atas 
dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada 
masyarakat melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat;
b.	 mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang undangan yang berlaku;
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c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuata      Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat;
e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi  pengabdian 

kepada masyarakat  yang telah ditingkatkan.
3)	 Dosen melaksanakan pembimbingan  berdasarkan peningkatan Standar 

Isi Pengabdian kepada masyarakat.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020; dan
4)	 Pedoman Penelitian dan PKM UPI Tahun 2019.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar 

Tujuan manual penetapan standar proses  pengabdian pada masyarakat  yaitu 
untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses  pengabdian 
pada masyarakat  di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar proses  
pengabdian kepada masyarakat , di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
standar proses  pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.4.	 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
standar proses pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ini ialah untuk meningkatkan standa r 
proses  pengabdian kepada masyarakat.

1.3.	 RUANGLINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruanglingkup manual standar  proses  pengabdian kepada masyarakat  mencakup 
PPEPP sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar proses  pengabdian kepada masyarakat   berlaku 

ketika standar ini pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2)	 Manual pelaksanaan standar  proses  pengabdian kepada masyarakat berlaku 

ketika standar ini harus dilaksanakan di berbagai kegiatan di berbagai unit 
kerja dan pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar proses  pengabdian kepada masyarakat  
berlaku ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses  
pengabdian kepada masyarakat.

4)	 Manual pengendalian standar   proses  Pengabdian kepada masyrakat  dilakukan 
agar standar  proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi; dan
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5)	 Manual peningkatan standarProses  pengabdian kepada masyarakat berlaku 
ketika pelaksanaan standar telah sesuai dan kemudian perlu ditingkatkan pada 
siklus berikutnya  di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar Proses pengabdian kepada masyarakat  adalah kriteria minimal Proses  
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. 

2)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

3)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

4)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

5)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

6)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

7)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

8)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan kohere

9)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan kemahasiswaan yang harus dilaksanakan  untuk memenuhi 
isi standar dan Standar  Operasional Prosedur (SOP).

10)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

11)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai denganisi standar yang telah ditetapkan.

12)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.



228 Universitas Pendidikan Indonesia

13)	 Siklus Standar  adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang 
telah diatur di dalamnya.

14)	 Dampak adalah gambaran perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti 
yang telah ditetapkan sebelumnya

1.5.	 RUMUSAN  STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

1)	 Standar  proses  pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
a.	 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
b.	 Hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan non 

pendidikan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh  sekolah, 
komunitas dan masyarakat lainnya;

c.	 Pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
dalam bidang pendidikan dan non pendidikan;

d.	 Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat;

e.	 Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 
kebijakan dalam bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat 
diterapkan langsung oleh Pemerintah/Pemda, sekolah, dunia usaha dan 
industri, dan/atau masyarakat luas; dan

2)	 Hak Kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh dunia 
usaha dan industri, sekolah dan/atau masyarakat luas.

1.6.	 LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR 

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar.
2)	 Tim perumus standar menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait.
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi.
4)	 Tim perumus standar merumuskan draf standar.
5)	 Tim perumus standar melaksanakan uji publik pada berbagai 

stakeholder terkait.
6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji public dan merumuskan kembali 

draf standar.
7)	 Tim perumus menyampaikan draf stadar ke rektor.
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hokum dan kesekertariatan.
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbangan senat.
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10)	 Senat menyampaikan hasil pertimbangan.
11)	 Rektor menetapkan standar  melalui peraturan rektor.
12)	 Rektor melakukan sosialisasi standar.

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar.

1)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek standar Proses  Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT.

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 
pembuatan standar Proses  Pengabdian kepada masyarakat.

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT 
terhadap Visi dan Misi.
a.	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 

merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
b.	 Standar Proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan 

merupakan kriteria minimal tentang mutu  Proses  pengabdian 
kepada masyarakat;

c.	 Pelaksanaan mutu Proses  pengabdian kepada masyarakat  diarahkan 
pada pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa;

d.	 Pelaksanaan luaran mutu  Proses  pengabdian kepada masyarakat 
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan,  dan  budaya akademik;

e.	 Pelaksanaan mutu  Proses  pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa di samping  harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia;

f.	 Pelaksanaan mutu  Proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan Proses pengabdian  kepada 
masyarakat; dan

5)	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar  Proses   Penelitian berdasarkan hasil uji publik.
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1.6.3.	 Prosedur Pelaksanaan Standar Proses  Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan divisi terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Pelaksanaan  Proses   
Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Sekretaris LPPM dan divisi terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan Hasil  standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi Standar  Proses  Pengabdian 
Kepada Masyarakat.

4)	 Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat  sesuai 
dengan tugasnya  yang diajukan  sebagai pembimbing yang mengacu 
kepada Standar  Proses Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Dosen, melaporkan Proses pengabdian kepada masyarakat  dalam 
bentuk progres report dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan Proses  pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu 
pada Standar Proses   pengabdian kepada masyarakat kepada Wakil 
Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.4.	Prosedur Evaluasi Standar Proses   Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 LPPM khususnya divisi terkait  menyediakan instrumen penilaian 
untuk mengukur Standar Proses Pengabdian kepada masayarakat yang 
mempertimbangkan:
a.	 Standar  Proses  pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi 

merupakan kriteria minimal tentang mutu Proses  pengabdian 
kepada masyarakat;

b.	 Pelaksanaan mutu  Proses pengabdian kepada masyarakat diarahkan 
pada peengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu Proses pengabdian kepada masyarakat 
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya akademik;

d.	 Pelaksanaan mutu Proses pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran 
lulusan, dan ketentuan peraturan di UPI; 

2)	 Pelaksanaan mutu  Proses  pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 
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dapat digunakan untuk menyampaikan Proses pengabdian kepada 
masyarakaat;

3)	 LPPM, khususnya divisi terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar  Proses   Pengabdian kepada masyarakat;

4)	 LPPM, khususnya divisi terkait menganalisis data Standar  Proses  
Pengabdian kepada masyarakat;

5)	 LPPM, khususnya divisi terkait mengevaluasi data  Proses  Pengabdian 
kepada masyarakat;

6)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian Proses  
pengabdian kepada masyarakat  dengan Standar Proses  Pengabdian 
kepada masyarakat; dan

7)	 LPPM  melaporkan  Proses evaluasi kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program Proses  evaluasi pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Proses 
Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 Dosen atau pembimbing pengabdian kepada masyarakat  melakukan 
tindakan korektif isi  temuan dari Wakil Rektor IV (bidang Riset, 
Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi 
terkait atau tim ad hoc

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.6.	Prosedur Peningkatan Standar Proses  Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Rektor meningkatkan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat 
atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
a.	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan 

Ketua LPPM merumuskan peningkatan Standar Proses  Pengabdian 
kepada masyarakat melalui langkah-langkah :

b.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat;

c.	 mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 
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peraturan perundang undangan yang berlaku;
d.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
e.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuata      Standar proses  Pengabdian kepada masyarakat; 
dan

2)	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar proses   pengabdian 
kepada masyarakat  yang telah ditingkatkan.

3)	 Dosen melaksanakan pembimbingan  berdasarkan peningkatan Standar 
proses  Pengabdian kepada masyarakat.

1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
1)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040
2)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
3)	 Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan UPI Tahun 2019.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Sejalan dengan arah pengembangan, jati diri, dan tantangan ke depan, 
rumusan visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul 
(Leading and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
akan difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam bidang Pendidikan

1.	 Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan 
secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu.

2.	 Mengembangkan pendidikan professional guru yang terintegrasi 
dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan 
jenjang pendidikan;

3.	 Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif 
dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu 
agama, ilmu humaniora, ilmu social, lmu alam, ilmu formal, dan 
ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 



238 Universitas Pendidikan Indonesia

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. alam bidang Pendidikan.

1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar 

Tujuan manual penetapan standar penilaian  pengabdian pada masyarakat  
yaitu untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses  
pengabdian pada masyarakat  di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar penilaian   
pengabdian kepada masyarakat, di Universitas Pendidikan Indonesia..

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
standar penilaian  pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ini ialah untuk meningkatkan standa 
penilaian  pengabdian kepada masyarakat.

1.3.	 RUANGLINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.3.1.	Ruanglingkup manual standar  penilaian pengabdian kepada masyarakat  
mencakup PPEPP sebagai berikut:

1)	 Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika standar ini pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, 
dan ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan standar penilaian  pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika standar ini harus dilaksanakan di berbagai kegiatan di 
berbagai unit kerja dan pada semua level manajemen;
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3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian  pengabdian kepada 
masyarakat  berlaku ketika dilakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan standar penilaian   pengabdian kepada masyarakat;

4)	 Manual pengendalian standar   penilaian  Pengabdian kepada masyrakat  
dilakukan agar standar  penilaian  pengabdian kepada masyarakat 
terpenuhi;

5)	 Manual peningkatan standar penilaian  pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika pelaksanaan standar telah sesuai dan kemudian perlu 
ditingkatkan pada siklus berikutnya  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat  adalah kriteria minimal 
penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. 

2)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

3)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

4)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

5)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

6)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

7)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

8)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

9)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan kemahasiswaan yang harus dilaksanakan  untuk memenuhi 
isi standar dan Standar  Operasional Prosedur (SOP).

10)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.
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11)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai denganisi standar yang telah ditetapkan.

12)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.

13)	 Siklus Standar  adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang 
telah diatur di dalamnya.

14)	 Dampak adalah gambaran perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti 
yang telah ditetapkan sebelumnya

1.5.	 RUMUSAN  STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

1)	 Standar  penilaian  pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

2)	 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.	 Hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan non 

pendidikan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh  sekolah, 
komunitas dan masyarakat lainnya;

b.	 Pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
dalam bidang pendidikan dan non pendidikan;

c.	 Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat;

d.	 Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 
kebijakan dalam bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat 
diterapkan langsung oleh Pemerintah/Pemda, sekolah, dunia usaha dan 
industri, dan/atau masyarakat luas;

e.	 Hak Kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh 
dunia usaha dan industri, sekolah dan/atau masyarakat luas.

1.6.	 LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR 

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar.
2)	 Tim perumus standar menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait.
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi.
4)	 Tim perumus standar merumuskan draf standar.
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5)	 Tim perumus standar melaksanakan uji publik pada berbagai 
stakeholder terkait.

6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji public dan merumuskan kembali 
draf standar.

7)	 Tim perumus menyampaikan draf stadar ke rektor.
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hokum dan kesekertariatan.
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbangan senat.
10)	 Senat menyampaikan hasil pertimbangan.
11)	 Rektor menetapkan standar  melalui peraturan rektor.
12)	 Rektor melakukan sosialisasi standar

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar

1)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 

2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT.

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 
pembuatan standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT 
terhadap Visi dan Misi.

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan 

merupakan kriteria minimal tentang mutu penilaian  pengabdian 
kepada masyarakat;

b.	 Pelaksanaan mutu penilaian  pengabdian kepada masyarakat  
diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat 
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan,  dan  budaya akademik;

d.	 Pelaksanaan mutu  penilaian  pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa di samping  harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia;



242 Universitas Pendidikan Indonesia

e.	 Pelaksanaan mutu  penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan 
cara  diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain 
yang dapat digunakan untuk menyampaikan penilaian pengabdian  
kepada masyarakat;

f.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar  Penilaian  Penelitian berdasarkan hasil uji publik.

1.6.3.	Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian  Pengabdian kepada Masyarakat

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan divisi terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Pelaksanaan  
Penilaian   Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Sekretaris LPPM dan divisi terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan Hasil  standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian   Pengabdian 
Kepada Masyarakat.

4)	 Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat  sesuai 
dengan tugasnya  yang diajukan  sebagai pembimbing yang mengacu 
kepada Standar  Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Dosen, melaporkan hasil Penilaian pengabdian kepada masyarakat  
dalam bentuk progres report dan laporan akhir pengabdian kepada 
masyarakat.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan dan penilaian  pengabdian kepada masyarakat, yang 
mengacu pada Standar Penilaian   pengabdian kepada masyarakat 
kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.4.	Prosedur Evaluasi Standar Penilaian   Pengabdian kepada Masyarakat

1)	 LPPM khususnya divisi terkait  menyediakan instrumen penilaian 
untuk mengukur. Standar Penilaian Pengabdian kepada masayarakat 
yang mempertimbangkan :
a.	 Standar  Penilaian  pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi 

merupakan kriteria minimal tentang mutu Penilaian  pengabdian 
kepada masyarakat;

b.	 Pelaksanaan mutu  Penilaian pengabdian kepada masyarakat 
diarahkan pada peengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni; peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa;

c.	 Pelaksanaan luaran mutu Penilaian pengabdian kepada masyarakat 
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya akademik;
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d.	 Pelaksanaan mutu Penilaian  pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran 
lulusan, dan ketentuan peraturan di UPI;

e.	 Pelaksanaan mutu Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan 
cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain 
yang dapat digunakan untuk menyampaikanPenilaian  pengabdian 
kepada masyarakaat.

2)	 LPPM, khususnya divisi terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar  Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 LPPM, khususnya divisi terkait menganalisis data Standar  Penilaian 
Pengabdian kepada masyarakat.

4)	 LPPM khususnya divisi terkait mengevaluasi data  Penilaian  Pengabdian 
kepada masyarakat.

5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian Penilaian  
pengabdian kepada masyarakat  dengan Standar Penilaian  Pengabdian 
kepada masyarakat.

6)	 LPPM  melaporkan  hasil Penilaian kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program Penilaian sbg  evaluasi pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat.

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian  
Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 Dosen atau pembimbing pengabdian kepada masyarakat  melakukan 
tindakan korektif isi  temuan dari Wakil Rektor IV (bidang Riset, 
Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi 
terkait atau tim ad hoc.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.



244 Universitas Pendidikan Indonesia

1.6.6.	Prosedur Peningkatan Standar Penilaian  Pengabdian kepada Masyarakat

1)	 Rektor meningkatkan Standar Penilaian  Pengabdian kepada masyarakat 
atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Penilaian  Pengabdian kepada 
masyarakat melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Penilaian  Pengabdian kepada masyarakat;
b.	 mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang undangan yang berlaku;
c.	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuatan Standar Penilaian  Pengabdian kepada 
masyarakat;

e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar penilaian   
pengabdian kepada masyarakat  yang telah ditingkatkan.

3)	 Dosen melaksanakan pembimbingan  berdasarkan peningkatan 
Standarpenilaian  Pengabdian kepada masyarakat.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040
2)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020;
3)	 Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan UPI Tahun 2019.



246 Universitas Pendidikan Indonesia

1.9.	 REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara R.I Nomor 4586);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4406);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 
2013 Nomor71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 
Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi;



UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
( (022) 2013163-2013164 Faks, (022) 2001135

Laman: www.upi.edu E-mail: sekuniv_upi@upi.edu

Tanggal:

MANUAL MUTU SPMI
(Quality Manual)

Revisi: 00
Halaman:

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019

MANUAL MUTU STANDAR PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT

(STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT)

Kode: M-ST-UPI-KM-05



248 Universitas Pendidikan Indonesia



249Manual Mutu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Standar Pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat)

1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 



250 Universitas Pendidikan Indonesia

1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar

Tujuan manual penetapan standar, yaitu untuk merancang, merumuskan, 
dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas 
Pendidikan Indonesia.

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan hasil penelitian 
dapat dikendalikan.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil pengabdian kepada 
masyarakat dapat dicapai dan dipenuhi.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ialah untuk meningkatkan hasil 
pengabdian kepada masyarakat.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PELAKSANA 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual standar pelaksana  pengabdian kepada masyarakat mencakup PPEPP standar 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup manual standar pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berlaku 

ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak 
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berlaku 
ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level 
manajemen.

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika dilakukan evaluasi standar pelaksanaan  pengabdian kepada 
masyarakat secara berkelanjutan.

4)	 Manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berlaku 
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ketika isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  dilaksanaan dan 
telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi 
agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.

5)	 Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berlaku 
ketika pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah 
berakhir dalam satu siklus kemudian standar pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat tersebut ditingkatkan ke siklus berikutnya.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal 
tentang mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2)	 RIP UPI adalah Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Pendidikan Indonesia yang merupakan arah kebijakan dan pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat institusi/
universitas dalam jangka waktu tertentu, setidaknya 5 tahun ke depan.

3)	 Pengabdian kepada Masyarakat institusi/universitas merupakan program  
unggulan institusi/universitas yang dijabarkan melalui topik – topik tematik 
pengabdian kepada masyarakat.

4)	 Manual Standar Mutu SMPI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI.

5)	 Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 
ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh UPI.

6)	 Merancang standar  ialah olah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi. 

7)	 Merumuskan standar ialah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan ABCD 
(audience, behavior, competence, dan degree).

8)	 Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

9)	 Melaksanakan standar adalah mengerjakan, memeatuhi, dan memeuhi ukuran, 
spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

10)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah uraian tentang urutan atau langkah-
langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara 
sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

11)	 Formulir ialah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam 
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP).

12)	 Monitoring ialah tindakan mengamati suatu proses dalam kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui bahwa proses atau kegiatan 
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penyelenggaraan pendidian berjalan sesuai dengan yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.

13)	 Pengendalian ialah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan telah 
berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

14)	 Peningkatan  standar ialah upaya untuk memperbaiki mutu isi standar SPMI 
yang dilakukan secara periodic berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

15)	 Siklus standar ialah durasi atau masa  berlakunya standar SPMI beserta aspek 
yang telah diatur di dalamnya.

16)	 Dampak ialah penggambaran bahwa yang dilakukan telah menghasilkan 
perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru, seperti yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

1.5.	 RUMUSAN STANDAR

1)	 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2)	 Standar  jumlah dan kualifikasi  pelaksana  pengabdian kepada masyarakat 
meliputi: 

3)	 jumlah pelaksana guru besar,  
4)	 jumlah pelaksana doktor (S3) dan magister (S2);
5)	 jumlah mahasiswa yang terlibat dalam  pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat. 
6)	 jumlah staf pendukung pengabdian kepada masyarakat..
7)	 Standar kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarkat meliputi:

a.	 Kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
b.	 Penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat;
c.	 Pemenuhan terhadap kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Kemenristekdikti yang menangani kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
serta ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM).

1.6.	 LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR  

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar. 
2)	 Tim perumus standard menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait.
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi 
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4)	 Tim perumus standard merumuskan draf standard.
5)	 Tim perumus standard melaksanakan uji publik pada berbagai 

stakeholder terkait.
6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji publik dan merumuskan kembali 

draf standard.
7)	 Tim perumus menyampaikan draf standard ke rektor.
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hukum dan kesekretariatan
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbanga senat
10)	 Senat menyampaikan hasil petimbangann 
11)	 Rektor mennetapkan standar melalui peraturan rektor
12)	 Rektor melakukan sosialisasi standar . 

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar

1)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 
pembuatan standar pelaksanaan PkM

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT 
terhadap Visi dan Misi;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan 

merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat 

b.	 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  diarahkan pada 
pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni dan 
inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa.

c.	 Pelaksanaan luaran  pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan,  
dan  budaya akademik. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa di samping  harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia
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d.	 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat 
rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara  
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau  cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 
masyarakat.

e.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar pelaksanaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;

1.6.3.	Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan divisi terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan 
Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Sekretaris LPPM dan divisi terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi isi Standar pelaksanaan 
Pengabdian Kepada Masyarakat.

4)	 Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat  sesuai 
dengan tugasnya  yang diajukan  sebagai pembimbing yang mengacu 
kepada Standar pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Dosen, melaporkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  
dalam bentuk progres report dan laporan akhir pengabdian kepada 
masyarakat.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada 
Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Wakil Rektor 
Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.4.	Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1)	 LPPM khususnya divisi terkait  menyediakan instrumen penilaian 
untuk mengukur Standar Pelaksanaan  Pengabdian kepada masayarakat 
yang mempertimbangkan :
a.	 Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi 

merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada 
masyarakat.

b.	 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada 
peengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi; 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa.

c.	 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.
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d.	  Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa di 
samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, 
juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di UPI.

e.	 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat 
rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada 
masyarakaat kepada masyarakat.

2)	 LPPM, khususnya divisi terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 LPPM, khususnya divisi terkait menganalisis data Standar Pelaksanaan 
Pengabdian kepada masyarakat.

4)	 LPPM khususnya divisi terkait mengevaluasi data Pelaksanaan 
Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat  dengan Standar  pelaksanaan  
Pengabdian kepada masyarakat.

6)	 LPPM  melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc memeriksa dan 
mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat .

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Pengabdian 
kepada masyarakat.

3)	 Dosen atau pembimbing pengabdian kepada masyarakat  melakukan 
tindakan korektif hasil temuan dari Wakil Rektor IV (bidang Riset, 
Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi 
terkait atau tim ad hoc

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.

5)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.
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1.6.6.	Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat

1)	 Rektor meningkatkan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada 
masyarakat atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian 
kepada masyarakat melalui langkah-langkah :
a.	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat;
b.	  mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundangundangan yang berlaku;
c.	 (3)  melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
d.	 (4)  melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait 

dengan pembuatan      Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada 
masyarakat;

e.	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksanaan  
pengabdian kepada masyarakat  yang telah ditingkatkan.

3)	 Dosen melaksanakan pembimbingan  berdasarkan peningkatan Standar 
Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020; dan
4)	 Pedoman Penelitian dan PKM UPI Tahun 2019
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar 

Tujuan manual penetapan standar Isi pengabdian kepada Masyarakat, yaitu 
untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Sarana Prasarana  
pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan Indonesia

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar sarana 
prasarana  pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
standar sarana prasarana pengabdian kepada masyaarakat di Universitas 
Pendidikan Indonesia 

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
standar  sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas 
Pendidikan Indonesia 

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ini ialah untuk meningkatkan standar 
sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR 

Ruang lingkup manual standar  sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat  
mencakup PPEPP sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat 

berlaku ketika standar ini pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan 
ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan standar sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat  
berlaku ketika standar ini harus dilaksanakan di berbagai kegiatan di berbagai 
unit kerja dan pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana  pengabdian kepada 
masyarakat  berlaku ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
standarisi pengabdian kepada masyarakat;

4)	 Manual pengendalian standar sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat  
dilakukan agar standar sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat  yang 
ditetapkan terpenuhi;
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5)	 Manual peningkatan standar sarana prasarana  pengabdian kepada masysrakat 
berlaku ketika pelaksanaan standar telah sesuai.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat  adalah kriteria 
minimal sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat di Universitas 
Pendidikan Indonesia. 

2)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

3)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

4)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

5)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

6)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

7)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

8)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

9)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan kemahasiswaan yang harus dilaksanakan  untuk memenuhi 
isi standar dan Standar  Operasional Prosedur (SOP).

10)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

11)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai denganisi standar yang telah ditetapkan.

12)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
standar secara berkelanjutan.
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13)	 Siklus Standar  adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang 
telah diatur di dalamnya.

14)	 Dampak adalah gambaran perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti 
yang telah ditetapkan sebelumnya

1.5.	 RUMUSAN  STANDAR

1)	 Standar sarana prasarana  pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal sarana prasarana  diperlukan untuk menunjang proses pengabdian 
kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada 
masyarakat.  Sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat  
meliputi:
a.	 jumlah pusat studi/Kajian
b.	 jumlah Laboratorium/Studio/Bengkel
c.	 jumlah Inkubator/Pusat layanan
d.	 jumlah lahan/Kebun percobaan
e.	 sentra HKI
f.	 sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga mitra.

2)	 Sarana dan prasarana lembaga pengabdian kepada masyarakat meliputi:
a.	 kelayakan ruang kantor
b.	 ruang pimpinan
c.	 ruang administrasi
d.	 ruang penyimpanan arsip
e.	 ruang pertemuan
f.	 ruang seminar
g.	 ruang pelatihan/workshop

3)	 Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada (no. 1) paling sedikit terkait 
dengan penerapan bidang ilmu yang dimiliki oleh program studi.

4)	 Sarana dan prasarana yang memenuhi standar sebagai dimaksud pada (no.2) 
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan.

1.6.	 LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR 

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar
2)	 Tim perumus standar menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait,
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi 
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4)	 Tim perumus standar merumuskan draf standar
5)	 Tim perumus standar melaksanakan uji publik pada berbagai 

stakeholder terkait
6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji public dan merumuskan kembali 

draf standar
7)	 Tim perumus menyampaikan draf stadar ke rektor
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hokum dan kesekertariatan
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbangan senat
10)	 Senat menyampaikan hasil pertimbangan
11)	 Rektor menetapkan standar  melalui peraturan rektor.
12)	 Rektor melakukan sosialisasi standar

1.6.2.	Prosedur Pelaksanaan Standar

1)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

2)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha  (Warek IV), LPPM  
melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

3)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 
pembuatan standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

4)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV), dan  LPPM, 
menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT 
terhadap Visi dan Misi;

5)	 Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (Warek IV),  dan LPPM, 
merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
a.	 Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang 

ditetapkan merupakan kriteria minimal tentang mutu  Sarana 
Prasarana  pengabdian kepada masyarakat 

b.	 Pelaksanaan mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat  
diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan/
atau seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa.

c.	 Pelaksanaan luaran mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada 
masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan,  dan  budaya akademik

d.	 Pelaksanaan mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa di samping  harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 
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dan ketentuan peraturan di Universitas Pendidikan Indonesia
e.	 Pelaksanaan Standar mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada 

masyarakat yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/
atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 
wajib disebarluaskan dengan cara  diseminarkan, dipublikasikan, 
dipatenkan, dan/atau  cara lain yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan Isi pengabdian  kepada masyarakat.

f.	 Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merevisi pernyataan 
Standar Sarana Prasarana Penelitian berdasarkan hasil uji publik;

1.6.3.	Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat

1)	 Ketua dan Sekretaris LPPM dan divisi terkait melakukan persiapan 
teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Pelaksanaan Sarana 
Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

2)	 Sekretaris LPPM dan divisi terkait menyiapkan dokumen berupa SOP, 
Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan 
memperhatikan Hasil  standar, isi standar, proses standar, dan Sarana 
Prasarana.

3)	 Sekretaris LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Sarana Prasarana 
Pengabdian Kepada Masyarakat.

4)	 Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat  sesuai 
dengan tugasnya  yang diajukan  sebagai pembimbing yang mengacu 
kepada Standar Saraana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

5)	 Dosen, melaporkan Isi pengabdian kepada masyarakat  dalam bentuk 
progres report dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

6)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM  menyampaikan laporan capaian 
pelaksanaan Isi pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada 
Standar Sarana Prasarana  pengabdian kepada masyarakat kepada Wakil 
Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Usaha.

1.6.4.	Prosedur Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat

LPPM khususnya divisi terkait  menyediakan instrumen penilaian untuk 
mengukur. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masayarakat yang 
mempertimbangkan :
1)	 Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang 

dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang mutu Sarana Prasarana 
pengabdian kepada masyarakat.

2)	 Pelaksanaan mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat 
diarahkan pada peengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni; peningkatan kesejahteraan masyarakat;  daya saing bangsa.
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3)	 Pelaksanaan luaran mutu Sarana Prasarana  pengabdian kepada 
masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4)	 Pelaksanaan mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di UPI.

5)	 Pelaksanaan mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang 
tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada 
masyarakaat.

6)	 LPPM, khususnya divisi terkait melaksanakan pengumpulan data 
Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

7)	 LPPM, khususnya divisi terkait menganalisis data Standar Sarana 
Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

8)	 LPPM khususnya divisi terkait mengevaluasi data Sarana Prasarana 
Pengabdian kepada masyarakat.

9)	 LPPM merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian Sarana 
Prasarana pengabdian kepada masyarakat  dengan Standar Sarana 
Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

10)	 LPPM  melaporkan Isi evaluasi kepada Rektor.

1.6.5.	Prosedur Pengendalian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat

1)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc memeriksa 
dan mempelajari program-program, Sarana Prasarana dan evaluasi 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat .

2)	 Wakil Rektor IV (bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan 
Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc mengidentifikasi 
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana 
Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.

3)	 Dosen atau pembimbing pengabdian kepada masyarakat  melakukan 
tindakan korektif isi  temuan dari Wakil Rektor IV (bidang Riset, 
Kemitraan, dan Usaha),  Ketua dan Sekretaris LPPM beserta divisi 
terkait atau tim ad hoc.

4)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait atau tim ad hoc 
melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan 
korektif.
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5)	 Ketua dan  Sekretaris LPPM beserta divisi terkait melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor.

1.6.6.	Prosedur Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat

1)	 Rektor meningkatkan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada 
masyarakat atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.

2)	 Rektor bersama Warek Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha dan Ketua 
LPPM merumuskan peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian 
kepada masyarakat melalui langkah-langkah :

3)	 mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan aspek Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat;

4)	 mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam 
peraturan perundang undangan yang berlaku;

5)	 melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT;
6)	 melakukan studi lapangan atau survei tentang aspek yang terkait dengan 

pembuata      Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat;
7)	 merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana Prasarana  

pengabdian kepada masyarakat  yang telah ditingkatkan.
8)	 Dosen melaksanakan pembimbingan  berdasarkan peningkatan Standar 

Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat.
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1.7.	 KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT YANG MENJALANKAN 
MANUAL

Petugas/Pejabat (P)
Penetapan 

(P)
Pelaksanaan

(P)
Evaluasi

(P)
Pengendalian

(P)
Peningkatan

Rektor a
Wakil Rektor 
Bidang Riset, 
Kemitraan, dan 
Usaha

a

Senat Akademik a
Ketua SPM a
Ketua LPPM a a a a a
Sekretaris LPPM a a a a
Unit terkait a a a a
Tim ad hoc a a a

1.8.	 CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1)	 daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan 

dengan penelitian;
2)	 Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia 

2016—2040;
3)	 Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016—2020; dan
4)	 Pedoman Penelitian dan PKM UPI Tahun 2019.
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1.1.	 VISI, MISI, DAN TUJUAN UPI

1.1.1.	Visi UPI

Visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading 
and Outstanding). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini 
difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang 
pendidikan di kawasan ASEAN.

1.1.2.	Misi UPI 

1.1.2.1.	 Misi UPI dalam Bidang Pendidikan

Misi UPI dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu 
agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara 
proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu.

1.1.2.2.	 Misi UPI dalam Bidang Penelitian

Misi UPI dalam bidang penelitian ialah menyelenggarakan 
penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan 
praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar 
pada kearifan lokal.

1.1.2.3.	 Misi UPI dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Misi UPI dalam bidang pengabdian ialah menyebarluaskan 
pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu 
pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, 
ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan 
masyarakat.

1.1.3.	Tujuan UPI

Tujuan UPI, yaitu:
1)	 menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga 

ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan 
komparatif global; dan

2)	 menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.
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1.2.	 TUJUAN MANUAL

1.2.1.	Tujuan Manual Penetapan Standar 

Tujuan manual penetapan standar pengelolaan  pengabdian pada masyarakat  
yaitu untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan 
pengabdian pada masyarakat  di Universitas Pendidikan Indonesia

1.2.2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Tujuan manual pelaksanaan standar ialah untuk melaksanakan standar 
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat , di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.3.	Tujuan Manual Evaluasi Standar

Tujuan manual evaluasi standar ialah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan 
standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.4.	Tujuan Manual Pengendalian Standar

Tujuan manual pengendalian standar ialah untuk mengendalikan pelaksanaan 
standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat  di Universitas Pendidikan 
Indonesia.

1.2.5.	Tujuan Manual Peningkatan Standar

Tujuan manual peningkatan standar ini ialah untuk meningkatkan standa r 
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3.	 RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang lingkup manual standar  pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat  
mencakup PPEPP sebagai berikut:
1)	 Manual penetapan standar pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat   

berlaku ketika standar ini pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan 
ditetapkan;

2)	 Manual pelaksanaan standar  pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika standar ini harus dilaksanakan di berbagai kegiatan di berbagai 
unit kerja dan pada semua level manajemen;

3)	 Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan  pengabdian kepada 
masyarakat  berlaku ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;

4)	 Manual pengendalian standar   pengelolaan Pengabdian kepada masyrakat  
dilakukan agar standar  pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi;
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5)	 Manual peningkatan standar pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat 
berlaku ketika pelaksanaan standar telah sesuai dan kemudian perlu 
ditingkatkan pada siklus berikutnya  di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4.	 DEFINISI ISTILAH

1)	 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat  adalah kriteria minimal 
pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan 
Indonesia. 

2)	 Manual Standar Mutu SPMI UPI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 
teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar UPI secara 
berkelanjutan oleh pihak yang  bertanggng jawab dalam implementasi SPMI 
di UPI. 

3)	 Standar Mutu SPMI Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen 
tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang 
harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

4)	 Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang 
semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.

5)	 Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence dan Degree).

6)	 Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
sehingga standar dinyatakan berlaku.

7)	 Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 
ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

8)	 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau 
langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis 
secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

9)	 Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/
merekam kegiatan kemahasiswaan yang harus dilaksanakan  untuk memenuhi 
isi standar dan Standar  Operasional Prosedur (SOP).

10)	 Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya 
dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
telah ditetapkan.

11)	 Peningkatan adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan 
tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
telah berjalan sesuai denganisi standar yang telah ditetapkan.

12)	 Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki 
mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus 
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standar secara berkelanjutan.
13)	 Siklus Standar  adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang 

telah diatur di dalamnya.
14)	 Dampak adalah gambaran perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti 

yang telah ditetapkan sebelumnya

1.5.	 RUMUSAN  STANDAR

1)	 Standar  pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 
minimal tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2)	 pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud  adalah:
a.	 pengelolaan  pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan non 

pendidikan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh  sekolah, 
komunitas dan masyarakat lainnya;

b.	 Pengelolaan  pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dan non pendidikan;

c.	 Pengelolaan Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat;

d.	 Pengelolaan  Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau 
rekomendasi kebijakan dalam bidang pendidikan dan non pendidikan 
yang dapat diterapkan langsung oleh Pemerintah/Pemda, sekolah, dunia 
usaha dan industri, dan/atau masyarakat luas;

e.	 Pengelolaan Hak Kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan 
langsung oleh dunia usaha dan industri, sekolah dan/atau masyarakat luas.

1.6.	  LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR

1.6.1.	Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1)	 Rektor membentuk dan menugaskan tim perumus standar
2)	 Tim perumus standar menjaring input dari berbagai pemangku 

kepentingan terkait,
3)	 Tim perumus melakukan benchmark dan studi 
4)	 Tim perumus standar merumuskan draf standar
5)	 Tim perumus standar melaksanakan uji publik pada berbagai 

stakeholder terkait
6)	 Tim perumus mempelajari hasil uji public dan merumuskan kembali 

draf standar
7)	 Tim perumus menyampaikan draf stadar ke rektor
8)	 Rektor meminta pertimbangan biro hokum dan kesekertariatan
9)	 Rektor mengajukan permohonan pertimbangan senat
10)	 Senat menyampaikan hasil pertimbangan


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































